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ABSTRACTION : -

The economie and business growth will be followed by the growth of social
demand. : ‘

The need from community can be fulfilled by providing the loan facilities.

The financial institution, non-bankable and multifinance companies who give
the facitities of loan, must issue the so called “LOAN AGREEMENT”, -

The lending institution or banks who lend the money to a receiver or a

borower, the loan agreement can be either in the written or oral form,

In general the loan agreement is made in written form in order o ensure the
" legal law for each party.

As a follow-up of the loan agreement, sometimes a bank as a creditor will ask
the borrower 1o sign the letter of loan statement. The loan statement is usually -
made by notary, since the bank, as a creditor, will ask the loan statement from
the notary, since the notary acts as general officer based on the chapter I of the
notarfal position regulation, who is authorized to issue the authentic deeds,
therefore by the regulation, he can not assign his position to other person.

Due to the bad debis today, the banks make an efford, a part of the non
potarial agreement, of the loan statement issued as "Grosse Akia” which has
appropriate content to the letter of SUPREME COURT dated 16th April 1985
number 213/229/85/T/UM-Tu/Pdt that its purpose in to anticipate when there is
a bad debt, then the deed of loan statement which is made in "Grosse Akta®
can be directly used for appealing the excecutions, as the deed of loan
statement has basicly legal law like the fixed decision of lawyer, 5o it may save
time and cash. _ o _

However, the lender requests for colleteral as to make the borrower keeps his
promise. The colleteral can be in the form of land and non-propetty of personal

guarantee.

By applying the constitution of "HAK TANGGUNGAN" No. 4, 1996 dated on
9th April 1996, the loan guarantee for non fixed properties does not comply
any longer with the regulation of morgatage published on the book II Kitab
Undang-undang Hukum Perdata or Credit Verband which was arranged in
$-1908-542 changed to S5-1937-190, but comply with the regulation of Hak

Tanggungan.

Although, the regulation of Hak Tanggungan is Applied, the Crosse deed of
loan statement is still used because the loan colfeteral not only in the form of
land, bat also non fixed properties. ‘

' s 000000 -—--—nmmmm—= -



ABSTRAKSI

Perkembangan  Ekonomi dan 'Perdagangan akan ditkuti dengan
perkembangan kebutuhan dalam masyarakat.

Kebutuhan dalam masyarakat ini dapat terpenuhi antara lain dengan
pemberian fasilitas kredit. ‘

Seﬁap pemberian fasilitas kredit oleh lembaga pemberi kredit (Bank atau
Non Bank atau Multifinance Company) selalu dibuat perjanjian yang secara
umum disebut sebagai “Perjanjian Kredit”.

Dalam Pemberian Kredit tersebut oleh Pemberi Kredit sebagai Kreditur
dengan Penerima Kredit sebagai Debitur dapat dibuat secara tertulis atau
secara lesan. ‘

Pada umumnya Perjanjian Kredit selalu dibuat secara tertulis, demikian itu
untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.

Sebagai kelanjutan dari pembuatan perjanjian kredit tersebut, adakalanya
Bank sebagai Kreditor akan minta kepada Debiturnya untuk
nienandatangani pula Surat Pepgakuan Hutang. Surat Pengakuan Hutang
ini biasanya secara Notariil, karena oleh Bank sebagai kreditur akan
diminfakan Grosse Aktanya pada Notaris yang bersangkutan, karena
~ Notatis sebagai Pejabat Umum berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan
' Notaris, berwenang untuk membuat akta-akta otentik, demikian itu bila oleh
~ peraturan tidak ditugaskan pada pejabat atau orang lain.

T#¥Dengan maraknya kredit macet belakangan ini, maka - Bank

i imefiggunakan upaya disamping perjanjian kredit (dibawah tangan atau

nigtariil) juga dibuat Pengakuan Hutang yang dikeluarkan sebagai grosse
akta yang isinya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal
16 April 1985 nomor 213/229/85/l/Um Tu/Pdt dengan maksud apabila
terjadi kredit macet, maka akta Pengakuan Hutang yang dibuat dalam
bentuk grosse akta tersebut dapat langsung dimohonkan eksekusinya.
Karena pada prinsipnya Grosse Akta Pengakuan Hutang mempunyai
kekuatan hukum seperti putusan hakim yang bersifat tetap sehingga
disamping menghemat waktu eksekusi juga menghemat biaya.

Namun demikian pihak kreditur tetap mensyaratkan adanya
jaminan sebagai upaya agar debitur tidak wanprestasi. Jaminan tersebut
dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak ataupun juga jaminan
pribadi.



Dengan berlakunya undang - undang Hak tanggungan Nomor 4
tahun 1996 tanggal 9 April 1996 jaminan kredit untuk benda tidak bergerak
tidak lagi tunduk pada peraturan-peraturan hipotik yang tertuang pada buku
1l Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Credit Verban yang diatur
dalam S.1908-542 diubah dengan S 1937-190, namun tunduk pada
Undang-Undang Hak tanggungan tersebut.

' Namun demikian dengan berlakunya Undang-Undang Hak
Tanggungan bukan berarti Grosse Akta Pengakuan Hutang tidak diperlukan
lagi, tetapi eksistensinya masih diakui karena jaminan kredit tidak hanya
berupa tanah saja, tetapi dapat juga benda bergerak. ' ‘



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan ekonomi,.. sebagai bagian dari pembangunan nasional
merupakan salah satu upaya untuk kesejahteraan rakyat yang berdasarkan
Pancasila. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembang@m tersebut
yang pelakunya meliputi -pemen'ntah maupun masyarakat sebagai
perorangan atau sebagai badan hukum _sangat. diperlukan dana dalam jumlah
yang sangat besar. Kebutuhan dana tefsebut dapat dipenuhi antara lain
dengan fasilitas perkreditan.

 Fasilitas kredit dapat diperoleh masyarakat melalui lembaga keuangén
bank, non bank maupun dari perusahaan leasing. Atau dengan kata lain
dalam pemberian 'fasilitas kredit terhadap masyaral;:at‘. baik perorangan
~ maupun badan-badan usaha dapat dilakukan oleh bank-bank baik bank
pemerintzh maupun non pemerintah, ataupun perusahaan swasta yang
bergerak dalam bidang pemberian pinjaman misalnya pegadaian atau .
perusahaan leasing. Némun dalam thesis ini kami hanya membatasi
pember;é.n kredit oleh lembaga keuangan bank saja.
Dalam memberikan kreditnya, bank mensyaratkan adanya‘ jaminan demj

keamanan pelunasan piutang serta demi kepastian hukum. Adanya jaminan



RS2

dalam pemberian kredit ini mémpakan imp]cméntasi dari ﬁéﬁjélaéan pasal 8

-UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan Bahwa“ '
kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, “sehingg-a dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang
sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, Jamman pembenan kredit dalam
arti keyakinan atas kemampuan dan kcsanggupan debitur untuk melunasi
| hﬁtangnya sesﬁai dengan yang diperjanjikan merupakan suatu hal yang
sangat peﬁting. Oleh karena itu, sebelum memberikah kreditnya, bank harus
memberikan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan
prospek usaha debitur. Yang dapat dijadikan agunan antara lain berupa
barang, proyek ataupun hak tagih yang dibiayai dengan kredlt yang
bersangkutan. Demikian Juga halnya ‘dengan tanah. Tanah dapat juga
dijadikan scbagai agunan kredit, baik tanah yang sudah bersertifikat maupun
tanah yang kepemilikannya masih- dida.sarlgan_-‘?ada hulaum adat yaitu tanah
yang bukti kepemilikannya berupa girik; petuk dan lain-lain”.

Berbicara mengeriai hak jaminan dalam bidang perkreditan, hukum
barat membedakan hak jaminan tersebut dalam dua bagian yaitu jaminan
atas benda bergerak yang disebutwgadai dan fiducia serta ja_minan atas benda
tidak bergerak yang 'disebut hipotik dan crediat verband. Sehubungan

dengan itu, dalam pasal 51 UUPA disebutkan'bahWa:



|

“Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak 'gﬁna.. .

usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan
diatur dengan undang-undang” :

Berdasarkan pasal tersébut diatas, maka yang séharuSnya berlaku sebagaf -
jaminan atas benda tidak bérgerak di Indonesia adalah Hak Tanggunan.
- Namun karena Undang-undang yang dimaksud oleh pasal 51 UUPA
tersebut diatas belum terbentuk, maka berdasarkan pasal 57 UUPA yang
berbunyi:
“Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal
51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan
mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata Indonesia dan Crediet Verband tersebut dalam S. 1908-542
sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190”

ketentuan mengenai hipotik dan crediet verband waktu itu masih tetap

1 - berlaku untuk jaminan atas benda fidak bergerak. Akan tetapi sejalan

" . dengan perkembangan hukum jaminan, ketentuan mengenai ‘hipotik dan

'3 orediat verband tersebut dirasa tidak sesuai dengan asas-asas hukum

“i~":nasional dan kurang memberikan kepastian hukum'- dalam® bidang

perkreditan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mcngeluarklati:
Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah:
Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah aﬁu yang disebut
dengan Undang-uﬁdang Hak Tanggungan yang selanjutnya akan,,.disin‘gkat -

dengan UUHT. Dengan berlakunya UUHT ini, maka praktek perkreditan



hanya mcngénal satu hdk pertanggungan yang be;'kaitan dengan tanahyaih; ‘
- Hak Tanggungﬁn.

Dalam p'r_ak”rek perbankan, perjanjian kredit dengan pengakuan hutang
pada u1nu@ya dilaksanakan secara terpisah ataﬁ dengan kata lain .dibua.t‘-
dengan 2 (dua) akta, yaitu perjanjian kre&it sebagai perjémjian pokok dén
pengakuan hutang sebagai tambahannya. Namun ada pula pengakuan

 hutang yang dibuat sebagai perjanjian pokoknya dengan mencantumkan
péfsyaratan-persyaratan pengémbalian hutang tersebut dar debitﬁr kepada
kreditur termasuk plﬂa tentang jaminan kreditnya, syarat-syarat
pengembalian dén_ denda-denda keterlambatan pengembalian kredit.
Perjanjian kredit biasanya dibuat dalam bentuk formulir yang sudah
disiapkan oleh pihak bank dan (debitur) peminjam hanya tinggal mcngilsi
formulir itu?. Perjanjian yang demikian inilah yang disebut dengan

. perjanjian Baku-vatal}, perjanjian standar. Jadi perjanJ:ian kredit adalah
merupakan perjanjian intern antara peminjam (debitur) dengan Bank
(kreditur).

Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank akan diikuti dengan perjanjian
pengakuan hutang. Pengakuan hutang ini dibuat secara notariill. Oleh

notaris akan dibuat minit yang setelah ditandatangani oleh para pihak akan -

1 purwahid Patrik. Prof.. S.H. Seminar Schari Tentang Segi-scgi Keperdataan Masalah Kredit Macet
Makalah dalem rangka Dies Natalis XXIX Univ. Muhammadiyah Magelang, tanggal 21 Agustus
1993,




dikeluaric;ni turunan akta pengakuan_hutang, .- Menurﬁt Soetarno Soedja,
S.H., yang dimaksud dengan pengakuan hutang 'ada_lah “Suatu pernyataan
‘sep.ihak yang ditandafax'lgani, berisikan péngaku;n hutang sejumlah uang
dan deﬁ_gan syéraf-syarat yang dibﬁat ménﬁrut keinginzin para pihak (al&;l
tersebut harus, bermeterai)™> | Menurut fatwa Mahka.mah Agﬁng Republik
Indonesia tangeal 16 April 1985 nomor 213/229/85/11/ Um TU/Pdt, akia
péngakua_n hutang adalah merupakan suatu akta ofentik dengah perumusan
semata-mata berisi kewajiban untuk membayar/melunasi sejumlah uvang
tertentu dan dalam grosse akta tersebut tidak dapat ditambah dengan
persyaratan lain.
Setelah akta pengakuan hutang dibuat, apabila jaminan kreciit berupa
tanah dan bangunan jrang ada di atasnya, maka langkah seianjutnya adalah
~ dibuat suatu akta pengikatan Hak Tanggungan. Untuk keperlqan tersebut,
maka dibuatlah snatu akta tersendiri yang disebut dengan Akta Pemberian
Hak Tanggungan atan disingkat dengan APHT. APHT ini dibuat oleh PPAT
di wilayah mana tanah yang dijaminkan tersebut berada. Hal-hal yang wajib
‘c_iicantumkan dalam APHT tersebut menurut Pasal 11 | ayat (1) UUHT
adalah: |
a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;

b. Domisili para pihak sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
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c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin;
d. Nilai tanggunga-n;.
e. Uraian yang jelas mengenai obyék Hak Tanggungan. |
Kemudian PPAT akan meng?n‘mkan APHT vyang bersangkutan bersama
dengan surat—suiat bukti lain kepada kantor pertanahan untuk .didaftar,
sebagai bukti adanya Hak Tanggungan. Setelah pendaftaran tersebut, maka
dalam waktu 7 (tujuh) hari Kantor Pertanahan setempaf akan m\enerbitkan
suatu sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
Pasal 224 HIR (258 Rbg) menentukan bahwa :
Grosse akta hipotek dan grosse surat hutang notariil yang dibuat di
Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan: “DEMI KEADILAN
'BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, diberi
- kekuatan sama dengan keputusan hakim . Hal menjalankannya jika
- -tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dijalankan
. ".atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri di dalam
... wilayah mana debitur berdiam, atau tinggal atan bertempat: tinggal yang
i dipilihnya dengan cara seperti tercanfum dalam pasal-pasal permulaan
- .bagian ini, kecuali mengenai sandera. Jika hal pelaksanaan harus
- " dilakukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang ketuanya
memerintahkan hal itu, maka berlaku pasat 195 (2) dan seterusnya.”
Berdasar bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu grosse akta
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan grosse akta tersebut terdiri

dari :



. 1. Grosse akta hipotik/Hak Tangg ungﬁn:

Sebelum berlakunya UUPA, grosse akta hipotik ‘Yang dapat dieksekusi‘-
adalah grosse akta_hipoﬁk (hak atas ) tanah dan' grosse akta hipotik kapal "
yang volumenyal sebesar 20 meter icubik atéu_; Jebih '(Pas.al 1162
KUHPerdata jo Pasal 314-315¢ K_UHDagangj. Setelah berlakunya UUPA

untuk jaminan hutang yang berupa hak atas tﬁn_ah, eksekusi dilakukan
terhadap sertifikat hipotek. Hal ini karena sertifikat hipotek sebagai
pengganti dari groose akta hipotek yang dimaksud dalam pasal 224 HIR
(Pasal 7.l Peraturan Menteri Agfaria nomor 15 tahun 1961). Sejak
berlakunya UUHT, maka ketentuan tentang hipotek sepanjang yang

~ sudah diatur dalam UUHT tidak dapat 'diberi‘akukan lagi. Dengan
demikian, karena tentang hak tanah sebagai jaminan hutang telah diatur
dalam UUHT, maka pcmbebanaﬁ hipotek atas fanah sebagai Jamman
hutang sudah tidak berlaku lagi dan scbagai gantinya adalah sertifikat
Hak Tanggungan seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) UUHT
yaitu: ‘

Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengam putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku
sebagai pengganti grosse akta Hypotheek sepanjang mengenai hak atas
tanah. : :

2. Grosse Akta Pengakuan Hutang
Suatu Surat Pengakuan Hutang merupakan bagian darr suatu kesepakatan
perjanjian untuk hutang piutang. Suatu perjanjian untuk hutang piutang

merupakan suatu perjanjian Konsensuil, yang pada praktek Perbankan



" biasa diwujudkan dengan “Surat Peréetujuan Pé_lﬁbefian Kredit (SPPK)”. >
Surat persetujuan 'Pemberi;m Kredit -berisi Hlp_ersetujuan ‘Bank. _sel’eil'c:ill;’_"\r
Kreditur intuk memberikan ‘krcdit 'pad'a qdlo? Debitur dengan segal'ft;_-” '

’pers‘yarzﬁan-persyaraté‘nnya. N

* Jika calon Debitur setuju dibuatlah -

1. Pérjénjian Kredit. :

2. Pexjénjian Accesorisnya berupa :

1. lPengikatan jaminan.
2. Pengakuan Hutang.
3. Kuasa-kuasa (bila diperlukan).

Pengakuan hutang dapat dibuat secara dibawah tangan maupun Notariil.

Lazimnya Bank seléku Kreditur selalu membuat pengikatan hutang secra

Notariil. Karena dari akta Pengakuan Hutang tersebut dapat dimintakan

Grosse aktanya kepada Notaris yang bersangkutan. |

Dasar hukum Pengakuan Hutang diatur pada : -

1. PJN Pasal 38 | "

2. Pasal 224 HIR.

3. .Surat MA tgl. 16 April 1985 No. 213/229/85/1L

Berdasarkan ketentuan dari Mahkamah Agung tersebut maka surat

perjanjian hutang harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Grosse akta pengakuan hutang,

2. Berkepala seperti  putusan - hakim *(DEMI  KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA).



3. Isinya pengakuan hutang untuk membayar/melunasi suatu jumlah
| uaﬁg tertentu (pastil)..'

4. Beréifat ‘murhi, artinya dalam pengakuan hutang itu tidak
djtambahkan.persya‘ratan—persyaratan Iain, terlebih légi persyar;cltan-
persyaratan vang berbentuk perjaﬁjiaﬁ.

5. Mengaﬁdung sifat ekSepﬁonal terhadap azas bahwa seseorang hanya
dapat menyelesaikan écngketa melalui gugatan.

dalam praktek Perbankan sebelum berlakunya UUHT, akt.a pengakuan

hutang yéng dibuat oleh nasabah da Yang sesuai dan ada yang tidak

sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung. Akta pengakuan Hutang yang

' tidak sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung adalah yang didalamnya

memuat perjanjian-perjanjian lain, misalnya pengakuan hutang dengan

jaminan, kuasa memasang hipotik dan atau kuasa untuk menjual.
Sehﬁbungan dengan adanya titel eksekutorial pada kedua, grosse

= tadi, maka apabila debitur wanprestasi, atas permintaan. kreditur

pemegang grosse akia, Ketué Pengadilan Negeri akan memberikan

) perintah kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Jika debitur

mengabaikan perintah tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri akan

memerintahkan dilakukannya penyitaan tanah yang dijaminkan untuk
kemudian d'i]e]ang puna memperoleh pelunasan bagi hutang debitur

(Pasal 20 ayat (l) UUHT). Namun karena penjliaian dalam pelelangan

umum tidak selalu menghasilkan harga yang tinggi, maka oleh Pasal 20
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ayat (2) UUHT diberikan kemungkinan melakul#an 'eksekusi melalui
penjualan d% bawah tangan asaikan syarat yang ditentukan dalam ayat (3)
dipenuhi. Keleluasaan i dimaksudkan untuk lebih merhpennudail dan
mempercepat penjualan serta kemungkinan diperoléhnya harga penjualan
yang lebih tinggi, se&angkan' pérsyaratan_ yang ditetapkan dalam ayat (3)
dimaksudkan untuk melindungi k_epeﬁﬁngan pihak lain yang
- 'berképentingah misal pemegang hak tanggungan kedua, ketiga dan
kreditor lajﬁ dari pemberi hak tanggungan. Namun demikian, proses
eksekusi yang sebenarnya terjadi tidaklah sesederhana seperti apa yang
| tersebut diatas. Oleh karené itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas
dan dengan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan dan
biaya, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Eksistensi Grosge
Akta Pengakuan Hutang Dengan Berlakunya Undang-undang Hak

Tanggungan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraiaﬁ latar beiakang diatas, permasalahan yaﬁg dapat
dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah semua pengakuan hutang yang dibuat dengan Grosse Akta

mérﬁpunyai kekuatan eksekutorial sesuai dengan ketentuan Pasal 224

“HIR ?



i

|

2. Upaya hukum apakah yang harus diterﬁpﬁh oleh kreditur apabila
pengakuan hutang yang dibuat dengan Grosse Akta tidak dapat langsung

“dimintakan Parate Excecutie kepada pihak yang berwenang,

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini ﬁlempunyai 2 (dua)

mjuan utama, yaito: |

1. Untuk mengetahui dan memahami arti penting dari isi grosse akta
pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

2. Untuk mengefahui dan memahami upaya-upaya hukum yang harus
ditempuh oleh kreditur bila pengakuan hutang yang telah dibﬁat dengan
grosse akta tidak dapat langsung dimintakan parate excecuﬁe kepada

pihak yang berwenang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat pfaktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat ménjadi bahan masukan untuk
penyempurnaan peraturan atau pelaksanaan eksekusi grosse pengakuan

hutang.
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Secara lebih rinci, manfaat pénelitian ini adalah:;

‘a. Bagi pemegang kekuasaan legislatif, mendapat masukan untuk
menyempumakan peraturan tentang eksekusi grosse akta pengakuan
hutang, |

b. Bagi notaris, hakim, pengacara dan masyarakat luas yang
berkepentingan (kreditur) mendapat masukan méngcnai kondisi
ideal grosse akta pengakuan hutang .

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang

berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum

acara perdata maupun hukum perdata materiil yang bersangkut paut
- :dengan grosse akta pengakuan hutang bérkenaan dengan berlakung}a

-+ Undang-undang Hak Tanggungan..

o E. SISTEMATIKA THESIS

Thesis dengan judul “Eksistensi Grosse Akta Pengakuan
Hutang Dengan Berlakunya Undang-undang Hak Tanggﬁngan di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang” ini disusun olc]; penulis
setelah melakukan penelitian dengan menggunékan metode penelitian

sebagailﬁaha akan diuraikan dalam Bab IIL




lTh’esis ini terdiri dari 5 (Jima) Bab yang saling terkait satu sama

lain, dan tcrinéi dala.m Bab 1, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V.

Bab_ll' adélah Peﬁdahuluari yang didahului dengan latar belakang
masalah yang menaﬁk perhatian penulis untuk melakﬁkén penelitian guna
peﬁyﬁsunan thesis ini. Agar masalah yang diteliti ﬁdaic meluas, maka dibuat
ruang lingkup ﬁeﬁnasalahan yang dirumuskan dalam 2 (dua) pertanyaan.
Selain itu, dalam Bab I ini diuraikan pula apa yang menjadi tujuan
peneliﬁaﬁ daﬁ ‘manf;dat yang diharapkarn dari penelitian yang kemudian
diakhiri dengan sistematika penulisan thesis.

Bab 1 adalah merupakan tinjaﬁan pustaka yang berisi teori-teori
yang digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan
sebelumnya. Bab ini didahului dengan uraian fentang kredit, grosse akta,
baik pengertiannya maupun jenisnya, jaminan dan tentang APHT serta
. SKMHT yaﬁg dibuat berdasarkan Undang-undang Hak Tgnggungan.

Bab III berisi tentang metode yang digunakan untuk melakukan
penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, metode
pengumpulan data, langkah-langkah penelitian serta diakhiri dengan analisis

data.

Pada Bab IV akan diuraikan analisis hasil penelitian terhadap

eksisistensi grosse akta pengakuan hutang dengan berlakunya Undang-

undang Hak Tanggungan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.
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Bab ini_ dirﬁulai dengan mengupas tentang pelaksanaan grosse akta
pengakuan hutang dalam prakték yang méliputi pengetahuan para notaris,
pihak bénk dan debitur tentaﬁg, perjanjian kredit, grosse akta pengakuan
hutang seﬁa tindakan-tindakan bank dalarﬁ rangka menyelamatkan
piutangnya yang ada pada deﬁitﬁi yang wanprestasi.

| Bab V adalah merupakan bab penutup dari seluruh uraian yang
telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bab V ini berisi kesimpulan
hasil penelitian dan sekaligus saran-saran yang diberikan oleh penulis

sebagai bahan pertimbangan.




- BABH

" TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit Perbankan

1.

Definisi

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “credere” yang

‘berarti “kepercayaan”. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang

nomor 7 tahum 1992 fentang “Perbankan” disebutkan tentang
pengertian kredit. Pasal tersebut mengemukakan bahwa kredit adalah
“penyediaan ﬁang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah
bunga , imbalan atau pembagian basil keuntungan”.

Dari pengertian keedit diatas dapat diuraikan unsur-unsur yang

. - terdapat pada suatu kredit bank. Unsur-unsur tersebut adalah: T

.. a, Adaperjanjian baik tertulis maupun tidak tertuhs

.b. Ada dua pihak yaitu pihak kreditur (dalam tullsan ini: d1bata31
“bank”) dan pihak debitur.

c. 'Ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu bahwa
pihak bank berkewajiban untuk menyediakan uang dén berhak
untuk menerima pelunasan beserta dengan bunga, imbalan atau

pembagian keuntungan dan disisi lain debitur berhak untuk



BAB 11
| TINJAUAN PUSTAKA
A. Kredit Perbankan
1. Deﬁlnisi
| Kata “kredit” berasal dan bahasa latin “credere” yang
berarti “kepercéyaan”; ‘Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang
nomor 7 tahun 1992 tentang “Perbankan” .disebutkan tentang
pengértian kredit. Pasal tersebut mengemukakan bahwa kredit adalah
“penygdiaan uang atau taQihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pﬂlak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu teﬂcnﬁ dengan jumlah
bunga , imbalan atau pembagian hasil keuntungan™. |
Dari pengertian kredit diatas dapat diuraikan unsur-unsur yan‘g
terdapat pada suatu kredit bank. Unsur-unsur tersebut adalah:
a. Adal petjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. |
b, Ada dua pihak yaita pihak kreditur (dalam tulisan ini dibatasi
“bank”) dan pibak debiur
c. Ada hak dan kewéjiban dari masing-masing pihak, yaitu bahwa
pihak bank bcrkewajiban untuk menyediakan uang dan berhak

untuk menerima pelunasan beserta dengan bunga, imbalan atau

pembagian keuntungan dan disisi lain debitur berhak untuk

15
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kredit Perbankén |
1. Deﬁnisi-
| Kata “kredit” ‘berasal dari bahaéa 1atiﬁ “_credére” yang
berarti “kepgrcayaan”. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang
nomor 7 tahun 1992 téntang “Perbankan” disebutkan tentang
pengertian kredit. Pasal tersebut mengemukakan bahwa kredit adalah
“penyediaan uvang atau tagihan yang dapat dipersaznakaﬁ dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
meluilasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah
bunga , imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.
Dari pengertian kredit diatas dapat diuraikan unsur-unsur yang
terdapat pada suatu kredit bank. Unsur-unsur tersebut adalah:
a. Ada pcljahjian baik tertulis maupun tidak tertulis.
b. Ada dua pihak yaitu pihak kreditur (dalam tulisan ini dibatasi
* “bank”) dan pihak debitur. -
¢ Ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu bahwa
pihak bank berkewajiban untuk menyediakan uang dém berhak
“untuk menerima pelunasan beserta dengan bunga, imbalan atau

pembagian keuntungan dan disisi lain debitur berhak untuk
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menerima piutang dan Eerkewaji_baﬁ untuk melunasi hutangnya
_ dalam waktu yang telah ditehmkan ditambah dengan bunga,
imbalan atau ﬁembagian hasil keuntﬁhgan.' |
Sebelum memberikan kreditnya, pihak bank akan
melakukan serangkaian kegiatari yang disebut dengan analisa
(pe'rmohonan)‘ kredit. dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat
diperoleh gambaran bahwa kredit yang -akan disalurkan dapat
diterima oleh orang atau organisasi yang tepat. Dengan demikiah ,
risiko adanya kredit macet atau tidak terbayarnya kredit akan dapat
dikurangi. Analisa kredit dapat membantu pihak perbankan. untuk
mengumpulkan dan mengetahui infonnasi yang berhubungﬁn dengan
* kemauan dan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kreciit

*:..yang dipinjam. Semakin banyak informast yang diperoleh pihak

. perbankan dari pihak debitur, maka akan semakin mengurangi unsur .- .

- ketidakpastian kredit yang akan disalurkan.

Oleh karena pentingnya kegiatan analisa kredit tersebut
sebagai bagian integral dengaﬁ kegiatan pemberian kredit maka akan
diuraikan tentang hal-hal yang b‘erhubungan dengan hal-hal tersebut.

Ad;a‘ banyak pendekatan yang sudah dikembangkan untuk
kegiatan analisis pemberian kredit. Pendekatan dengan 5 C yaitu

Collateral, Character, Capacity, Capital dan Conditions of
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f

|
Economic adalah paling banyak dipakai _sebagai pedéman umun. W
Adapun uraian tentang kelimanya akan dibahas sépara singkat di |
bawah ini.

Collateral, aspek'hﬁ melihat apakah calon debitur telah
mempunyai jaminan yang menﬁada:i atau tidak, baik ditinjan dari nilai
ekonomis ataupun nﬂai ~yuridis. Jaminan tersebut dapat berupa
barang bergerak maupun tidak bergerak.

| Character, menilai karakter atau watak ‘calon debitur
dengan melihat moralnya, segi-segi kejiwaan, itikad baiknya,
pergaulaxmya dt masyarakat, repiltasi bisnisnya dan sebagainya.

 Capacity, menilai calon dgbitur dengan melihat pada

kemampuan pelunasan hutangnya. Kemampuan tersebut tidak hany./a
~ pada sumber-sumber dana yang diciptakan oleh kegiatan debitur -
tetapi juga dari likuidasi barang-barang jaminan yang diserabkan oleh
- pihak debitur. Disamping itu bisa juga dilibat dari kémampuan
manajemen, sumberdaya yang dimiliki, produksi, pemasaran,
keuangan dan adaptasi dengan lingkungan yang ada disekitarfnya.

Capital, melihat aspek permodalan calon debitur sepert
besarnya modal yang dimiliki,v besamya éisa laba, keseimbangan
ﬁodal sendiri dengan pinjéman, dan lain-lain. Scdangk'al; Condition

of Economic, melihat aspek ekonomi dari lingkungan sekitar calon
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1

|
|

debitur seperti kon'd.isi perekdnomian nasional, tingkat inflasi, dan

prospek daﬁ indusirl yang digeluti_.” |
| Menurut  pendapat Teguh Pudjo Muljono, sebagian
- anggota mﬁsyarakat menganggap bahwa pendekatan dengan 5 .C telah
ketinggal'an.. Naxnun. ide dasar yang dikandungnya tentu. masih
relevan mmk dipakeﬁ sebagai acuan. Hal yang penting untuk.diingat
adalah bahwa anélisis kredit mempunyai sifat yang “késujstik”
artinya antara satu debitur dengan debitur yang lain mempunyai
permasalahan yang berbeda sehingga informasi yang dituntutpun
' tentunya berbeda pula. Disamping itu, faktor besarnya kredit dan
jenis kredit akan membawa perbedaan pula dalam analisis kredit.
Oleh karena itu, tiap-tiap bank | akan mempunyai preferensi dan

penekanan yang berbeda da:a masing-masing unsur 5 ch
2. Kedudukan dan Fungsi Jaminan Kredit

Sepeﬁ‘i telah diuraikan diatas bahwa dalam praktek
perbankan, penilaian kredit harus diarahkan untuk  dapat
memprediksi risiko. Bila risiko diperkirakan kecil, maka syaratnya
diperingan dan sebaliknya apabila kredit tersebut diperkirakan

berisiko besar, maka syarat-syaratpun diperberat termasuk dalam hal

3) Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank-bank Komersial, h. 13,
%) Christantius Dwiatmadja, Menghindari Kemacetan Kredit, . 1.
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suku bunga. Karena itu‘ bank dalam mcﬁﬁeﬁkan kredit berusaha
untuk dapat memperoleh kembali kredit yang telah diberikannya
disertai dcnganbunga.' o

Untuk dapat mengikat debitur ‘agar tidak ingkar janj,
maka salah satu jalan yang dit_empuhr oleh bank (k:reditqr). adalah
dengan mensyaxatkaﬁ ‘adanya Jaminan atan jaminan dari debitur.
Menurut Rustam Effendy, Jamman kredit berdasarkan tingkatannya
dapat dibedakan ménjadi dua yaitu: |
a. Jaminan Primer.

Jaminan ~primer adalah hasil (kelayakan) us-aha. plus
obyek obyek/barang yang dibeli dengan kredit tersebut sebagai
Jaminan séka]jgus untuk memenuhi ketentuan Undang-undar;g
Pokok I;erbankan. Sehingga Jaminan primer ini bersifat mutlak.

b. - Jaminan Sekunder.

Jaminan sekundér adalah Jaminan lainnya diluar
barang/obyek usaha yang dibiayai bank, dapat berupa barang
mﬂlk sendiri atau milik orang lain. -Jamjnan sekunder i dapat
berupa tanah, bangunan, mesin pabrik dan sebagainya.s) Apabila

diuraikan lebih lanjut, Jaminan kredit dapat terdiri dari:

5 Rustam Effendy, Kedudukan dan Fungsi Jaminan Kredit Bagi Bank, h. L.
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Personal guarantee dari pihak ketiga. Kredit yang '

" diberikan kepada perusahaan yaJig berbentuk Persoroan |

Terbatas (PT), personal guarantee dapat diminta dari |
pengurus perusahaan atau dari para' pemegaﬂg saham.
Corporate guaranteek dari pemsahaan -_lain. Cofporate
guarantee bagi kredit yang diberikan oleh suatu
perusghaan  induknya atau perusabaan lain di dalam
grupnya. Dapi.lt pula diberikan oleh perusahaan lain yang
bukan induknya maupun yang tidak termasuk dalam
grupnya.

Barang-barang tetap berupa proyek yang dibiayai maupun

yang bukan menjadi obyek pembiayaan.

- Barang-barang bergerak berupa obyek yang dibiayai

maupun yang ° bukan menjadi obyek pembiayaan.

Termasuk dalam pengertian ini adalah piutang dagang,

. tagihan kontraktor pada bouwheer serta tagihan-tagihan

- lainnya. Termasuk dalam bagian ini adalah saham-saham

perusahaan yang telah go pub/ic yang biasanya diikat

secara gadai.”

% DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Berbagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, h. 10
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(o
|
Obyek' janﬁnan l&edit adalah segﬁla sesuatu yang
mempurnyat nilai, mudah divangkan, dan yang diikat déngan janji
" untuk dijadikan jamihan untuk pcmbayaréﬁ .hutang debiﬁxr. Jadi jelas
babwa faktor jaminan adalah merupakan faktor yang sangat penﬁng
bagi kreditur yang merhcrlukan kepastian bahwa pinjamaﬁ yang
diberikan akan dilunasi oleh debitur secara tepat pada waktunya.
| | Di Indonesia, pemberian kredit pada umumnya dilakukan
dengan pemberian jaminan. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) UU nomor 14Itahun 1967 yang menentukan :"Bank
umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan képada -siapapun”.
Dalam pasal 8 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 diebutkan
bahwa, “ ber-dasarkan keyakinan, maka bank dapat memben’k;an
kredit”. B
Adapun yang dimaléud .dengan jamipan di sini adalah
jaminan dalam arti luas yaitu meliimti hak-hak atas tanah, kapal,
bangunan, kendaraan, perhiasan dan jaminan peroraﬁgan atau .
borgtocht. ) |
Paéal 1131 KUHPerdaﬁ menyebutkan bahwa:
“Segala kebeﬁdaan berhutang, baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

dikemudian hari, menjadi ‘tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan”.
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|
Dari pasal ini dapat diketahu bahWa semua benda-benda milik
debitur baik yang bergerak maupun .ﬁdak bergerak, baik yané sudah
ada maupun yang baru akan a&a, menjadi jaminan hutangnya. Namun
pasal 1131 KUHPer(‘lata. ini masih bersifat umum karena
mengandung pengértian bahwa benda milik debitur menjadi jaminan
bersama-sama bagi semua krcditmﬁya (apabila kreditur lebih dari
- satu). Sehingga apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan
leiang dari barang janﬁnan akan dibagikan menurut besar kecilnya
tagihan dari masing-masing kreditur. Dalam praktek, sering debitur
tidak merasa puas dengan jaminan secara umum tersebut dan
menghendaki adanya benda-benda tertentu milik debitur yang dapat

--dijadikan jaminan bagi kredit yang diberikan. Apabila debitur

o+ sdikemudian hari tidak menepati janjinya, maka kreditur mempunyai

rorh kepastlan dan kemudahan untuk melaksanakan haknya terhadap |

-"l”.?debztur yang bersangkutan dengan melelang benda tersebut Oleh

- karena itu, dengan adanya jaminan yang tertentu inilah kedudukan
kreditur yang bersangkutan lebih tinggi dari kreditur-kreditur fain.

Perjanjian -pemben'an jaminan ini bersifat asseso;r, yaitu

suatu perjaﬁjian yang timbul karena adanfé perjanjian pokok yang

mén&asarihya. Apabila perjanjian pokok hapus atau berakhir, maka

pemberian jaminannya akan ikut hapus.
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Jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank,

adalah jaminan yang berhasil dan berdaya guna, artinya, jaminan

tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit

dan mudah dijual atau divangkan gima menutup pinjaman yang tidak

dapat dilunasi oleh debitur.

Menurut Rustam Effendy, fungsi dar jaminan kredit

adalah seperti tersebut dibawah ini:

d.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Pokok Perbankan.

‘bank (jaminan primer). Namun khusus kredit untuk membiayai

modal kerja perusahaan jasa, maka untuk memenuhi
persyaratan undang-undang, bank perlu memintakan jaminan
lain.

Untuk mengkompensasikan risiko kredit macet karena

kegagalan usaha debitur atau faktor di luar dugaan yang lain. '

Besar kécilnya‘i).fédiksi risiko menentukan “sedikit banyaknya
persyaratan yang diminta oleh bank.

Untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa kredit
yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya.

Untuk membesikan kepastian kepada kreditur bahwa barang
jamiﬁan setiap saat tersedia untuk dijual lelang apabila debitur

wanprestasi.”

7 Ibid b, 2-



24

Kredit Bermasalah
- Dalam seﬁap pemberian kredit yang dilakukannya, bank
mengharapkan pengemi)alian yang tepat waktu dan sesuai dengan
syarat yahg telah diperjanjikan bersama dengén debitur. Namun
kadang-kadang g dengan berbagai alasan, debitur belum atan tidak
bisa mengembalikan hutangnya pada kreditur (dalam hal ini bank).
Hal ini dapat terjadi karena mungkin memang debitur yang‘
bersangkutan mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya
ataupun mungkin karena memang debitur yang bersangkutan tidak
beritikad baik, dalam arti debitur sejak semula memang bertujuan
untuk melakukan penipuan terhadap kreditur. Hal ini disebabkan, .
salah satunya, akibat globalisasi yang melanda hampir pada selurﬁh '
sektor kehidupan manusia, yang membawa ‘dampak yang positif
maupun negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Dengan adanya globalisasi, ‘maka arus informasi yang
masuk ke Indonesia sangat deras. Perkembangan yang positif ini
kadan;g-kédang dimanfaatkan .oleh beberapa pihak unﬁﬂc menambah
pengetahuan mereka tentang kejahatan dalam bidang perbﬁnkan
térutama dalam kaitannya dengan Ipasalah perkreditan. Pengetaluan
yang telah mereka dapat mereka terapkan dengan sehgaja untuk

mendapatkan keuntlmgah dengan cara membuat perjanjian kredit
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dengan bank tetapi dengan tujuan tidak akan dikembalikan, yang
menurat istilah wmum disebut dengan kredit macet.

Kasus kredit macet di dunia perbankan akhir-akhir ini
dinilai sangat mengejutkan, sehingga menjadi keprihatinan nasional
dan perlu mendapatkan perhatian yang seksama.

Bank Indonesia dengan Surat FEdarannya Nomor
26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang “Kualitas aktiva produktif
dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif”
membagi kredit bank ke dalam 4 katagori yang dilakukan
berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu:

a. Kredit Lancar;

b. Kuredit Kurang Lancar;
c. Kredit Diragukan;

d. Kredit Macet.

Untuk sub .b sampai dengan d adalah merupakan kredit
bermasalah.

Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan
Indonesia sebagai terjemahan dari prod/em /ozn yang merupakan
1istilah  yang sudah lazim digunakan dalam dunia perbankan
internasional.

Pada asasnya, kasus kredit bermasalah ini adalah

persoalan perdata yang menurut terminologi hukum perdata,
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hﬁbuhgén ant.zir‘a_."' debitur dengan kreditur (b.ank) selaku pemberi
kredit merupakan hubungan utang piutang, Hubungan yang
bersangkutan lahir dari perjanjian. Pihak debitur berjanji untuk
meﬁgembalﬂ(an piﬁjaman Beseﬂa biaya dan bunga, dan pihak
kreditur memberikan krcdimya . Walaupun begim,- hal térsebut tidak
menutup kemungkinan bahwa persoalé.n kredit bermasalah juga
bersinggungan dengan masalah pidana. Aspek kriminal dari kasus
kredit bermasalah umumnya terjadi pada saat dilakukannya proses
permohonan dan realisasi kredit. Ketika permohohan kredit diajukan,
sering terjadi “kenakalan” yang dilakukan oleﬁ debitur, “Kenakalan”
tersebut dapat terjadi atas inisiatif debitur, “kolusi” dan “konspirasi”
- antara debitur dengan pihak pejabat bank, ataupun juga kareﬁa
katebelece pejabat guna memperlancar pemberian kredit. Kadang-

kadang debitur melakukan apa yang disebut dengan “mark u4p”

1 (penggelembungan nilai/asset proyek) pada saat pengajuan kredit.

Perbuatan yang demikian sudah pasti merupakan tindak kriminal,
yaitg pgnipuan (pasal 378 KUHP) juga dapat dikatagoﬁkan- sebagai
_ pemals;l surat {pasal 263-266 KUHP).

Apabila setelah bank berusaha melalui upaya prefentif
namun -akhimya kredit yang telah dikeluarkannya menjadi kredit

- yang bermasalah, maka bank akan menggunakan upaya represif.



Upaya-upaya represif yang ' mula-mula ""a_kan dilakukan ialah
.melakuka.n' upaya penyelamatan kredit. Bila temyafa upaya
penyelamatan kredit tidak dapat dilakukan atau walaﬁpun sudah
.dilaku'kan' tetapi tidak membawa hasil, maka bank akan meﬁempuh
upaya penagihan kredit.

a. Upaya Penyelamatan Kredit

Yang dimaksud dengan upaya-upaya bank untuk
menyelamatkan kredit adalah upaya bank untuk melancarkén
kembali kredit yang sudah tergolong dalam kredit “tidak lancar”,
“diragukan” atau bahkan telah tergolong dalam “kredit macet”
Vuntuk kembali menjadi “kredit lancar” sehingga debitur kembali
mempunyai -kema.mpuan untuk membayar kembali kepada baﬁk
‘segala utangnya disertai dengan biaya dan bunga.-
Menurut Surat Edaran Bank Iﬂdonesié Ngmor 23/12/BPPP
. tanggal 2.8' Pel;;uari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang
dapat dilalukan oleh bank adalah seperti terscbut di bawah in.

1) Pe:njadwalan.kembali | /)?ewﬁeb"aéﬁgj yaitu dengan melakukan
perubahan syarat—éyarat peljan;iian kredit yang berhubungan
dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu
rtedit, termasuk grace pef/adatal_l masa tenggang, baik termasuk

perubahan besamya jumlah angsuran atau tidak.
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|

Persyaratan kembali /fecondiiioning] yaitu dengaﬁ melakukaJ; |
perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian
kredit, yang tidak hanya terbatas pa&a perubahan jadwalr
angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun ‘perubahan'

tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa

‘melakukan konversi atas seluruh atau . sebagian dari kredit

menjadi ¢gzi7y perusahaan.
Penataan kembali /Festruciuring/ yaitu suatn upaya dari bank
yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat

perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau

- melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit

menjadi gy perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa
Reschedulingdan ataw Feconditioning.

Namun, walaupun bank sudah berusaha “untuk melakukan

penyelamatan kredit sering terbentur pada beberapa kesulitan.

Adapun kesulitan-kesulitan tersebut antara lain adalah:

1) prospek usaha debitur masih baik, namun . debitur

memperlihatkan sikap enggan untuk diajak bekerja sama oleh

bank untuk mengupayakan program penyelamatan tersebut;
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|

72')' kesnlitan untuk meﬁcaﬁ partner usaha yang mampu menambah
modal i(\.'.’*‘f::’;-:f‘ om, ,-éekalipun prospek usaha dan kerjasaﬁa

| debitur sanga{ baik; . |

3) kesulitan mencari pembeli dalam rangka penjualan asset
‘perusahaan debiﬁ;r yang - tidak produktif dalam rangka
mer’npérbaﬂd struktur keuangan perusahaan;

4) dalam bal lredit yang berbentuk sindikesi fidak diperoleh
keéepakatan dari bank-bank peserta sindikasi mengenai syarat-
'syarat penyelamatan kredit;

5) setelah program penyelamatan.disetujui dan dituangkan dalam
perjanjian, debitur ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban-
kewajiban yang ditentukan sebagai syarat-syarat penye‘lamat‘;ui

kredit.

b. Penagihan Kredit

Apabila menurut pertimbangan bavok, kredit yang bermasalah
tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali
- melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah diuraikan diatas
dan akhlmya kredit yang bersang:kutan menjadi kredit macet, maka
bank akcm melakukan tindakan- tmdakan penyelesalan atau penaglhan

terhadap kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan
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N _}penyelesaian kredit macet atau pehagihan kredit macet adalah ‘upaya
bank untuk memperoleh kembali pembayaran dan debitur atas kredit
~ bank yang telah menjadi macet. | |

Untul; melakukan penyelesaian atau penagihan atas kredit macet,

maka bank dapat melakukan upaya-upaya seperti tersebut di bawah i:

1) Eksekusi Grosse akta Pengakuan .Hutang
Tentahg eksekusi grosse akta pengakuan hutang ini akan
diterangkan pada bagian lain dalam bab ini.
2) Eksekusi Barang Jaminan
3) Proses Ligitasi
Selama penagihan kredit macet dapat dilakukan deng;:m
keseﬁakatan antara bank dengan debitur, maka penagihan melalui
- proses ligitasi di pengadilan tidak akan dilakukan oleh bank. Proses
" ligitasi hanya akan ditempuh apabila debitur tidak beritikad baik
dalam arti tidak menunjukkan kemauan untuk melunasi kredit
tersebut, sedangkan sebenarnya debitur masih mempunyai harta
kekayaan lain, yang ti'dak dikuasai bank, atan sumber-sumber lain
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut.

4) Penyerahan Penagihan Piutang Negara kepada BUPLN
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Deﬁgaﬁ Undané-"utildang nomor 49 Prp. tahun -.1960' tentang
“Panitia Urusan' Piutang Negara”, pemerint.ah. telah membentuk
suatu badan khusus yang disebut dengan “Panitia .Ur'lisan' Piufang
Negara (PUPN)” yang bertugas antara lain untuk -mengurus piutang
negara yang oleh pemerintah atau badan—.ba_dan yang baik secara
langsung atau tidak langsung dikusai negara telah diSeralikan

pengurusannya kepadanya. Piutang negara yang diserahkan itu

- adalah piutang yang sudah ada dan besarnya sudah ditentukan

~secara pasti oleh hukum, akan tetapi debitur tidak melunasi

sebagaimana mestinya. Namun fasilitas ini hanya diberikan kepada
bank-bank pemerintah.
Penyerahan Penagihan Kredit Macet Kepada Kejaksaan.

Undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik

- Indonesia menyediakan fasilitag kepada bank-bank pemerintah

uqtuk menangani penyeléséian!i ‘kredit macet. Fasilitas ini
disediakan karena pihak Kejaksanan Agung Republik Indonesia
berkehendak untuk ikut membantu pihak perbankan di Indonesia
dalam menanggulangi kredit macet perbankan yang semakin hari
semakin besar jumlahnya yaﬁg menurut pihak .perbankan tidak
dapat diétasi dengan memohon bantuan pengadilan karena terlalu

lamanya proses ligitasi.
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Dalam melaksanakan tugas dalam bidang perdata yang berupa
penﬁgihan kredit macet tersebut, kejaksaan melakukannylza
bcrdasarka_ﬁ pembén’an kuasa khusus dari lembaga pcmeﬁntah'yang
éeivaktu-wa{\i;u dapat dicabut kembali. |

Diatas telah diuraikan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan
oleh bank rdalam menangani penagihan.kredit macet. Namun selain hal-
~ hal tersebut diatas rﬁasih ada upaya penagihan yang sering
menimbulkan pblemik dikalangan praktisi. Upaya tersébut adalah
dengan meminta jasa kepada orang—orang atau badan-Badan yang lazim
dikenal dengan <t/ m//eéz‘ar | |

‘Bank-bank swasta tidak mungkin meminta baﬁtuan BUPLN
© ataupun kejakasaan'untuk melakukan penagihan kredit macét mereka
sedangkan penagihan melalui proses ligitasi memakan waktu yang
sangat _1ama. dan sering justru tidak menguntungkan bank-bank tersebut.
Oleh karena itu ada beberapa bank (swasta) yang m;;mperglmakan jasa
para Zeb! colleclorantuk menagih kredit macet.

Cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum dan etis yang
mungkin dilakukan oleh ce4¢ collector adalah melakukan penagihan
dengan car;i_ “yang persuasif. Namun apabila cara tersebut tidak
- membawa hasil maka bukan tidak mungkin para ¢¢5¢ coleciortersebut

" melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis dan melawan hukum baik
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| |
berupa tekanan-tekanan psikologis maupun sampai pada kekerasan.

Memang kadang-kadang cara ini dapat memberikan h_a"sil, dalam arti

.debitur yang bersangkutan akan men_yelesajkan kredit macetnya dengan

bank. Namu‘n.hal yang sering terjédi adalah debitur akan dirugikan
. ka‘réﬁa para ksl coffeciortersebut, minimal, akan mcrampés benda-
benda milik débitur yang dipandang dapat dijual untuk membayar
hutang. | | |

~ Sebenarnya, selain hal-hal tersebut diatas, baik yang legal
maupun ilegal yang ditempuh oleh bank dalam usahanya menyelesaikan
kredit macet masih lada upaya Khusus yang dapat ditempuh oleh pihak
bank dalam menyelesaikan masalah kredit macet, yaitu dengan
menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase. Eksistensi arbitrase
diakui oleh Undang-undang vaitu Pasal 3 ayat (1) Undang-undang
nomor 14 tahun 1970, yang oleh karena itu berhak dan berwenang

untuk memeriksa dan memutus sengketa perdata di luar pengadilan.

Klausul arbitrase dapat dimuat dalam perjanjian kredit antara
ppihak bank dengan debitur. Dalam putusannya nomor 3179 L/Pdt/1988

tanggal 4 Mei 1988 Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendirian |

bahwa apabila di dalam perjanjian dimuat klausul arbitrase, maka
Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadihi gugatan,

baik dalam konvensi maupun rekonvensi. Dengan adanya putusan




tersebut maka kewenangan badan arbitrasé telah dial;ui Jjuga oleh
| Mahkamaﬁ Agung, N#mun pada kenyataann’ya, para lcreditur (dalam
hal ini adalah bank) belum menggunakan fasilitas tersebut karena belum
--adanya/belum terbentuknya badan arbitrase di lmgkungan perbankan di
Indonesia.

Dengan rﬁaralqiya masﬁlah kredit macet dit banyak lehlbaga
perbankan, maka untuk mempermudah pelaksanaan isi pex;]anjlan,
berdasarkan pasal 224 HIR diatur tentang eksekusi (pelaksanaan isi
perjanjian). Eksekusi ini sendiri dapat dibedakan mcnjadi dua, yaitu:

1. Riil Eksekusi
2. Parate Eksekusi.
- Sedangkan keterangan lebih lanjut tentang eksekusi akan diuraikan pada

bagian lain dalam bab ini.

B. Grosse Akta
1. Definisi Grosse Akta
Untuk dapat lebih memahami segala sesuatu yang ada kaitannya
deng%m grosse akta, maka akan diuraikan dan dijelaskan teriebih dahulu
secara singkat tentang sosok notaris sebagai pejabat yaﬁg berwenang,
Mengeluarkan grésse akta serta berbagai macam surat lainnya atas

permintaan pihak yang berkepentingan.



Pengcrﬁan notaris dapat dibaca dalam Pasal 1 Reglement op het
Notarisambt (Pel'atur.an".labatan Notaris) Stbl. 1860 No - 3, selanjutnya -
-disingkat dengan PJN, yang berbunyi: -

Notaris adalah  pejabat umum, khusus _(satu-satunya
yang)berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang
semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh-.
peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

-dinyatakan dalam svatu akta otenttk, menjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan
atau kutipan; semuanya itu apabila pembuatan akta yang demikian
itu, oleh peraturan umum tidak pula d1tugaskan atau dikhususkan
kepada pejabat atau orang lain.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa notaris adalah

- pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penggunaan kata
- “satu-satunya” dalam pasal 1 PIN dimaksudkan untuk memberikan
-+ penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai
. wewenang umum itu. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai
:» wewenang “tertentu”, artinya wewenang mereka hanya meliputi
- pembuatan akta otentik yang secara tegas sudzh ditugaskah kepada
mereka oleh undang-undang. Adapun pejabat lain yang dimaksud antara

lain adalah Gubernur Kepala Daerah serta Ketua Pengadilan Negeri.

Ketentuan pasal 1 PJN tersebut mengacu pada ketentuan pasal

1868 KUHPerdata yang berbunyi:

® Reglement op het Notarisambt lazimnya diterjemahkan dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN)




36

Akta otenﬁk adalah akta yéng dibuat danl'diresmikan dalém
bentuk  menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum
yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

Dan ketentuan i)asal tersebut dapat ditarik kesimﬁulaﬁ bahwa -
sebagai i)ejabat umum, notaris berwenang membuat akta otentik
mengenai serﬁua perbuatan, perjanjian dan pe‘netapzin di bidang
keperdataan. Selanjutnya, notaris = diberi wcwenang pulal untuk
menyimpan (ﬁﬁnuta) akta otentik, dan apabila diminta oleh yang
berkepentingan notaris wajib meniberikan grosse, salinan "ata.u kutipan
dari akta otentik tersebut yang sehingga menurut G.H.S.L. Tobing S.H.,
perlu ditambahkan {dalam definisi pasal 1 tefsebut) “yang. diperlengkapi
dengah kekuasaan umum” (met openbaar gezag bekleed). Hal tersebut

| perlu ditambahkan karena, .menurut beliau, grosse dari akfa notaris yang

pada bagian atasnya memuat perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan |
KeTuhanan Yang. Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang
sama seperti .yang: dibertkan pada putusan hf;lkim (pasal 440
KUHPerdata).é) : |

Grosse akta adalah suatu akta notaris yang mempunyai sifat dan
karakteristik yang khusus, yang semakin banyak dibutuhkan dalam

praktek sehari-hari. Grosse akta ini berbeda dengan akta-akta notaris

lain, sebab disamping merupakan alat bukti yang sempurna bagi para

% G.H.S. Lumban Tobing, S.H., Peraturan Jabatan Notaris, h. 37




pihak, grosse akta juga ‘mempunyai kekuatan el.csekuton'all- seperti
putusan penga(iilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tétap.

Grosse akta diatur dalam berbagai peraturén perundang-
undangan. Dalam pasal 159 /zdiscie S’E'!Effgm,l:rg (8. 1855-2)
ditentukan bahwé putusan hakim yang dyjatuhkan di Negeﬁ Belanda -
dan grosse akta otentik yang dibuat di situ dapat dieksekusi di seluruh
wilayah Indonesia, derm'kiah pula sebaliknya.

Pasal 435 Rv Indonesia, antara lain menentukan bahwa grosse |
putusan hakim yang diucapkan di Indonésia dapat dilaks;makan di
séluruh wilayah Indbnesia. Pada bagian kepéla suatu grosse akta harus

memuat kata-kata “ATAS NAMA SRI BAGINDA RAJA (IN NAAM
| DES KONlNGS). Rumusan kepala grosse tersebut pada tanggal é2 :
Juni 1891 (S 1891 : 125) diganti dengan “IN NAAM DER
KONINGIN” (ATAS NAMA SRI‘ BAGINDA RATU). Setelah
Indonegia merdeka, lbunyi kepala 'grésse tersebut mengalami perubahan
yaitﬁ sama dengan kepala putusan pengadilan. Mengenai perubahan
k.epala.grosse akta tersebut Sudikno Mertokusumo menguraikan sebagai
‘berkut : |

..kalau dalam Negara RI Kesatnan bunyi kepala putusan

pengadilan adalah “ATAS NAMA KEADILAN” yang pada

hakekatnya. merupakan terjemahan dari kata-kata Bahasa
Belanda “IN NAAM DER GERECHTIGHEID?, maka sekarang



| berbunyi “DEMI KELADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA™'® o

Rumusan = “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” mulai berlaku sejak tanggal 31
Oktober 1964, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 19
tahun 1964 yang ken;mdian diganti dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-
undang nomor 14 tahun 1970.

Dalam Pasal 41 PJN ditentukan bahwa kepada seﬁap orang yang
langsung berkepentingan pada suatu akta notaris, kepada para ahli waris
atau penerima haknya dapat diberikan satu grosse dari akta tersebut.
Grosse 1ni, seperti halnya dengan putusan hakim diatasnya harusr
memuat kata-kata “ATAS NAMA SRI BAGINDA RAJA” (sckarang:

« - Demi Keadilan Berdasmkm Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) dan sébagai
S . penutup dimuat kata-kata: “Diberikan sebagai grosse pertama”, dengan .-
i diimenyebutkan nama dari orang yang atas permintaannya dilakukan'.
» .t- pemberian itu, semuanya dengan ancaman-denda Rp.:25,- sampai

- dengan Rp. 100,-. Dalam pésal tersebut ditentukan juga bahwa kutipan
atau bagian _dari[ akta tidak boleh»dikeldarkan dalam bentuk grosse,

kecuali dari akta pemisahan dan pembagian boedel, berita acara lelang,

1) Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undanpannya di Indoncsia Scjak 1942
dan Apakah Kemanfagtannva Bagi Kita Bangsa Indonesia, hal. 172-173.
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[f
sewa-inenyewa,  sewa-menyewa-  khusus Re rerpachling) atéﬁ,
pemi)orongan. | .

Pasal 42 PJN juncto pasal 856 Rv Indonesia (841 Rv Belanda)
mengatur tentang pengeluaran grosse kedua dan seterusnya, yang baru
dapét dilakukaﬁ setelah ada surat perintah hakim berdasarkan

, permohonan pthak yang menghendali dikeluarkannya suatu grosse.
Namuﬁ dari seluruh ketentuan tentang grosse tersebut diatas, tidak ada
satupun yang mengatur tentang definisi dari grosse akta itu sendiri.

Mengenai definisi dari grosse akta, G.HS.L. Tobing, S.H.
berpendapat sebagai berikut:

Grosse adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan,

dengan memuat diatasnya (di atas judul akta) kata-kata : “Derni

Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” dan

dibawahnya dicantumkan kata-kata “Diberikan sebagai grosse

~ pertama” dengan menyebutkan nama dari orang yang atas
permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.'"

SO GRS Definisi yang diberikan oleh Lumban Tobing mi terbatas pada

grosse akta notariil. Disini beliau tidak mengkaitkan grosse akta dengan
eksekusi karena menurut beliau semua akta notaris yang dibuat daiam
bentuk minuta daﬁat dikeluarkan grossenya, tidak peduli ai)akah grosse
tefsebut dapat dicksekusi atau tidak.

Selanjumya menurut Tan A Sioe ;-

" G it hal. 278,
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Perbedaan antara grosse dan turunan biasa adalah bahwa grosse

di bagian atasnya memuat kata-kata sakral : “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

sedangkan turunan biasa tidak memuat kata-kata itu. Untuk

pengeluaran grosse diperlukan suatu akta otentik, sebab untuk

akta di bawah tangan tidak bisa dikeluarkan grosse.™ 12

Definisi dari Tan A Sioe ini sangat singkat, namun tidak memuat
tentang apa yang sehaf_usnya dimasukkan di dalam suatu grosse. Disini

. hanya ditulis tentang sumber grosse serta perbedaan antara grosse
dengan turunan akta otentik lainnya.

Dari pendapat-pendapat para ahli serta dart berbagai peraturan
yang mengatur tentang grosse akta tersebut diatas dapat disimpuikan
bahwa suatu grosse harus mempunyai suatu kepala dan atau suatu
grosse dapat dieksekusi. Menurut R.M. Soedikno Mertokusumo, kepala
grosse tersebut adalah merupakan suatu hal yang sangat esensial, karena
kepala akta yang demikian memberikan kekuatan cksekutoxial.m

Dari pendapat. para ahli serta beberapa peraturan dapat
disimpulkan bahwa suatu grosse mengandung unsur-unsur sebagai

berikut:

a. Kepala grosse

12 Tan A Sioce. Grosse Akta Notaris, h. 17. .
13 R M. Soedikno Meriokusumo, Hukum Acara Perdata Indoncsu h. 177
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Su?itﬁ grosse -harus memuat 'kepaia akta yang berbunyi “IN
NAAM .DES KONINGS” (ATAS NAMA SRI BAGINDA RA'JA).
Rumusan tersébut padaltangg.a] 22 Juni 1891 (S 1891-125) digand
- dengan‘ “IN NAAM DER KONINGIN"’ ‘_(ATAS NAMA SRI
BAGINDA RATU). Namun setelah Indonesia merdeka, bunyi suaty
kepala grosse akta tersebut mengalami suatu perubahan. Perubahan
tersebut didasarkaﬁ pada Pasél 2 ayat (1) Undang-undang nomor 19
tahun 1964 yang kemudian diganti dengan Pas_ai 4 éyat (1) Undang-
undailg nomor 14 tahun 1970; Berdasarkan peraturan tersebut maka
bunyi dari suatu kepala grosse akta adalah “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Isi grosse
Grosse akta pada prinsipnya harus memuat seluruh: isi minuta .

i+» akta. Namun dalam perjanjian-perjanjian tertentu, grosse .:akta

¢ .itersebut dapat hanya memuat sebagian isi minuta akta. Hal ini .

diatur dalam Pasal 41 ayat (3) PJN.
Bagian penutup

Pada bagian penutup, dalam suatu grosse akta harus dicantumkan
keterangan bahwa grosse tersebut diberikan sebagai grosse pértarﬁa,
serta penyebutan nama orang yang memintanya. Ketentuan untuk

mencantumkan perkataan “pertama” dan pemberitahuan nama dart



- yang berSangkutan# 'k.epada siapa grbssé tersebuf H;i"berikan adalah
perlﬁ untuk mencegah kemungkinan diberikannya lebih dari sétu
grosse kepada orang yang Sama, méngingat ketentuan dalam pasal
42 PIN jo pasal 856 KUHPerdata yang menentukan bahwa
pemberian grossé kedua- dan seterusnya hanya dapat terjadi
berdasarkan ketetapan hakim. Hal lain yang dapat dilihat ;ctda]ah
bahwa bagian ini dapat membedakan antara grosse akta dengan

~ salinan akta biasa. Salinén akta biasa tidak memuat kalimat seperti
tersebut diatas, tetapi tercantum kafa-kata “Diberikan sebagai
salinan yang sama bunyinya”.

d. Kekuatan eksekutorial
Suatu grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial yang same;
dengan suatu putusan hakim yang- telah memperoleh kekuatan |
hukum yang tetap. Kekuatan eksekutorial inilah yang membedakan
grosse akta dengan turunan akta lainnya. -
Disamping hal tersebut diatas, dalam praktek dapat dikemukakan
disini bahwa akta notariil yang dibuat dalam bentuk grosse dapat
berupa:

a. Perjanjian Pokok, biasanya Perjanjian kredit.



|

b. Perjanpan  vang Dbersifat  accesoir (tambahan) misalnya:

Pengakuan Hutang sébagai tindak lanjut adanya Perjanjian
| Il\'r-edit. yang .dibuar secara notariil ataﬁ diinawah tangan. |
' c."Pgrjlanjia.n lain, misah‘lya Peijanjiein Perdarﬁaian (Dadiﬁg).
Untuk grosse aktﬁ yéng bersifat accesor, yaitu merupakan
dampiﬁgan darl suatu perjanjian -pokok, fm’salnya Pengakuan
Hutang, maka grosse akta Pengakuan Hutang tidak mungkin akan
lahif'. lDal‘am hal demikian maka ikatan grosse akta sebagai suatu
perjanjian  tambahan = bertujuan untuk memperkuat  atau
mempérk_okoh perlindungan hukum terhadap pihak kreditur. Atau
dengan kata lain, eksistensi grosse akta bersumber dari perjanjian

: (perjanjian kreditj yang mendahulﬁinya. Artinya untuk mewujudkan

e perjanjian-pokok'atau setiap tindakan perikatan yangsd_itujﬁkan' '

untuk mewujudkan kelahiran grosse akta, harus dilengkapi dengan
dokumen | tambahan. lkatan tambahan | tersebut harus dituangkan
dzﬂam bentuk tertulis berupa akta yang dibuat dihadapan notaris
atau PPAT. -Akta-akta 1nilah yang- disebut dengan dokumen

tambahan.

z.:i ikatan grosse akta sebagai perjanjian tambahan, diperlukan lagi:

«hoty tindakan lain yang berupa persetujuan atau pernyataan-.,pénga_kuanj '

ty-tu/ sebagai ikatan tambahan yang melengkapi atau mendampingi.:-
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2. Bentuk-bentuk Grosse Akta

- Bentuk perjanjian pada t-llllul]lll)’ﬂ dapat dibuat secara i)ebas
artinya péra pihak dalam pérjaﬁjian.bebas menetukan aﬁa‘kah petjanjian
yang mereka buat akan dituangklan dalam_béntuk lisan ﬁaupun tertﬁlis.
-Lain hainja déngan pembl.latan grésse akt_a_ Pembuatan grosse akta
memerlukan formalitas tertentu. Oleh karena itu pembuétan grosse akta
sebagai perj.anjian assesor tidak boleh mengabaikan cara pefnbuatannya.
Dalam hal ini harus disesuaikan dengan bentuk perjanjian pokoknya.
Grosse akta harus dibuat dalam béntuk tertulis dihadapan notaris atau
dibuat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kotamadya/Kabupaten.

Bentuk - grosse. akta apabila dihubungkan dengan cara

~ pembuatannya dihadapan pejabat tertentu yang berupa akta ofentik dapat

dibedakan menjadi dua yaitu grosse akta pengakuan hutang yéng dibuat

dihadapan notaris dan: g‘f,os’se akta Hak Tanggungan yangjberupa sertipikat
- Hak Tanggungan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Kepala Kantor BPN
Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat I dimana tanah terletak. |
Akta-akta yang dapat dikeluarkan grossenya
Dalam praktek sering dipertanyakan akta-akta apa sajakah yang
dapat dibuat grossenya. Peﬂanyaaﬁ tersebut timbul karena ada beberapa
pihak yang menyatakan bahwa hanya akta-akta yang dimaksud dalam

pasal 224 HIR, 258 Rbg dan 440 RV yang dapat dikeluarkan grossenya.
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Pendapat Mdiatas seolah-olah mendapal dlli{llllgall darl pernyataan yang
dikeluarkan o.leh _hﬂéllkalila}l Agung sebagai hasil dari Rapat Kerj;l
Gabuﬁgan antara Mahkamah Agung, Departemen -K_eha'kiman- dan
- Kejaksaan Agung yang diadakan pada bule_m‘April 1983 yang berbunyi: |
““Mengenai hal gi'oss'e perlu dibezitahuk‘an bahwa pasal 224 HIR -
bersifat limitatif, yang boleh dibuatkan akta grosse hanyalah akta
hipotek dan_ akta-akta yang bersifat pengakuan 'huta_ng”
Dari pernyataan Mahkamah Agung tersebut dapaf disiinpulkan bahwa
akta-akta yang dapat dibuat grossenya hanyalah ékta'hipotek dan akta yang
bersifat pengakuan hﬁtang tertentu. |

Dengan adanya UU nomor 4 tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang
Hak Tanggungén atas tanah dan benda-benda yang berada di atasnya,
maka untuk tanah ) gfosse aktanya adalah grosse akta sertipikat Hak'
Tanggungan, sedangkan untuk Kapal yang volumenya 20 meter kubik ke
atas dengan akta Hipofek Kapal (Pasal 29-7?KUHD). -

Terhadap pernyataan Mahkamah Agung "Ate:rsebut ada beberapa ahli |
yang tidak menyetujuinya antara lain adalah G.H.S.L. Tobing, S.H., yang
inenyatakan bahwa: |

| “Grosse dapat diberikan dari semua akta yang dibuat dalam minuta.
oleh atau dihadapan notaris yang bersangkutan dan dari semua akta
dalam minuta, dari mana notaris itu menjadi pemegangnya yang sah”
" Hal ni, menurut beliﬁu, dapat diketahui dengan jelas dari bunyi pasal 41

PIN yang dalam ayat 1 dinyatakan bahwa, “kepada setiap orang yang
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|

- langsung berkepentingaﬁ pada suatu akta notaris, para ahli waris dan para
penerima hak mereka dapat diberikan grosse™."" Pendapat daii Tobing
tersebut diatas adalah berdasarkan pada pendapat dari J.C.H. Melis yang
mengemukakan bahiwa:

M notaris berwenang, bahkan wajib atas pennihtaan dari yaﬁg‘
berkepentingan, untuk memberikan grosse, tidak hanya dari akta
yang dimaksud pasal 440 Rv Indonesia (436 Rv Belanda) dan pasal
224 HIR, akan tetapi dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh
atau dihadapan notaris itu, tidak tergantung apakah grosse itu dapat
dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak”.'”

Pendapat seperti tersebut diatas terlalu luas. Suatu grosse akta
notariil yang dikeluarkan tanpa perlu dieksekusi adalah merupakan sesuatu
yang berlebihan. Kemungkinan dapat dieksekusi demikian inilah yang
merupakan perbedaan utama antara grosse akta notariil dengan salinan

' atau kutipan akta notariil lainnya. Dapat dieksekusinya grosse akta yang -

-~ demikian itu memberikan kemudahan pada kreditur dalam menagih
- piutangnya jika debitur wanprestasi. | T ‘ -

Selain beberapa pendapat tersebut diatas adapula pendapat dari

para ahli yang menyatakan bahwa akta notariil yang dapat dikeluarkan

" grossenya hanyalah yang berisi suatu tuntutan, baik tuntutan sgjumlah
uang maupun selain uang. Pendapat tersebut diatas dikemukakan oleh Pitlo

1 16
dan Star Busmann.'”

) G.H.S. Lumban Tobing, S.H... Kedudukan Grosse Akta Notaris Dalam Perkembangan Hukum di

Indongsia . h. 82

B e B 40

Gy o
M i, . 255,
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|

Pada kenyataannya, keadaan yang ada di Indonesia dewasz; ‘.ix':}i,

adalah ba_hwa akta-akta yang dépat dikeluarkan grossenya adalah akta

_ pengakuall hutang dan Sértipikat Hak ‘Tanggungan yang berdasarkan Pasal
14 ayat (.3). Ulndang-unda.ng nomor 4 tahun 1996 adalah sebagai pengganti
gr(_)ssd akta _h.ipotek,‘ untuk .tanah ‘dan bangunan-bangunan yang ada

diatasnya.

C. Grosse Akta Pengakuan Hutang
1. Definisi Grosse Akta Pengakuan Hutang
Definisi grosse akta pengakuan hutang di bawah ini disusun
Berdasarkan definisi grosse akta dan pendapat dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia. | |
| Yang dimaksud dengan grosse akta pengakuan hﬁtang adalah:

“Salinan akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris atas
permintaan pihak yang berkepentingan, yang pada bagian atas
memuat kata-kata - “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN.YANG MAHA ESA”, dan menggunakan judul
“Pengakuan Hutang” sedang pada bagian penutup memuat kata-
kata “Diberikan sebagai grosse pertama” dengan menyebut nama
dari yang memintanya, untuk siapa grosse tersebut dikeluarkan
dan tanggal pengeluarannya, yang berisi pernyataan debitur
tentang utang sejumlah uang tertentu kepada kreditur”.

2. Syarat-syarat Grosse Akta Pengakuan Hutang
- Agar suatu grosse akta peﬁgakuaﬁ hutang mempunyai kekuatan
- eksekutorial harus meémenuhi beberapa persyaratdn. Persyaratan

tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu:
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a. Syarat Formil

b. Syarat Materiil.

a. Svarat Formil
| Syarat Formil adalah syarat-syarat yang hafus dipenuhi oleh
suatu grosse akta pengakuan hutang notariil, sehingga grosse akta
tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. |
Syarat tersebut adalah :
1).  Berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
2). Dibuat oleh Pejabat yang berwenang (dalam hal ini notaris)
3). Dibuat dalam bentuk akta.
- . Dilihat dari bennﬂmfa, suatu grosse akta pengakuan hutang terdiri-
dal'i:
-+ 1). Kepala grosse akta pengakuan hutang;
" 2). Nomor;
3). Judul akta;
4). Awal .akta;
5). Komparisi;
6). Premis (jika ada);
© 7). Isi akta;

8). Akhir akia;
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9). Penutup grosse akta pengakuan hutang,

b. Syarat Materiil

Sedangkan syarat materiil adalah rumusan bunyi yang
harus dicantumkan dalam gros.se akta pengakuan hutang sehingga

grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial..

Syarat materiil tersebut terdiri dari:
1). Berisi pengakuain sepihak dari debitur;
2). Tidak memuat syarat-syarat lain kecuali tentang bunga;
3). Jumlah dari hutang debitur tersebut harus pasti.
Dibawah ini akan diuraikan secara bersama-sama tentang Ssyarat
beﬁtuk dan syarat isi dari grosse akta pengakuan hutaﬁg. _
1). Kepala grosse akta pengakuan hutang |
Suatu grosse akta pengakunan hutang supaya mempunyai
kekuatan notﬁil maka grosse tersebut harus‘ memuat kepala
yang berbunyi”’DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 224 HIR, 258 Rbg
jo-Pasal 41 ayat (2) PIN). Grosse akta pengakuan hutang yang.

tidak memuat kepala seperti tersebut diatas tidak akan

mempunyai ~ kekuatan - eksekutorial. Notaris yang lupa . °

mencantumkan kepala grosse pada grosse akta tersebut akan
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* dikenai sanksi denda seperti yang disebutkan dalam Pasal 41

2).

3).

ayat (2) PIN. |
N‘(')mor grossé akta peﬁgakuan hutang

| .G'rosse akta pengakﬁan hutang memuat nomor yang sama
denganvnomor akta otentiknya. Setiap pergantian bulan, notaris
sélalu memberikan nomor baru pada éemua akta yang
dibuatnya selama satu bulan. Walaupun tidak ada ketentuan
da.llam PIN yang menerapkan sanksi bagi notaris yaﬁg tidak
mencantumkan nomor pada setiap aktanya, namun notaris
selalu mencantumkan nomor pada. setiap akta yang dibuatmya.
Hal ini berkaitan dengan ketertiban administrasi dari kantor
notaris itu sendiri.
Judul akta

.Dalam; ?JN tidak ditemukan adanya ketentuan bagi notaris

untuk mencantumkan judul bagi akta-akta yang dibuat atau
dengan kata lain, pembuatan akta notaris tanpa judul adalah
diperbolehkan. Namun demikian apabila suatu akta dibuat
tanpa judul akan membingungkan baik bagi notaris maupun
bagi pihak (para pihak) yang membuat akta tersebut. Demikian
juga halnya dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agﬁng tidak

menentukan adanya keharusan pemakaian judul grosse akta
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"p.e‘ngakuan hutang dengan mencantumkan judul “Pengakuan

Hutang”. Namun pencantuman judul “Pengakuan Hutang™

kiranya mampu memperlancar. proses eksckusi daripada

pemakaian judul selain itu (misalnya memakai judul
“Pernyataan™ atau “Kesangguﬁéﬁ Membéyar” dan seSagainya)
atau bahkan tanpa judul.
4). Awal akta grosse akta Pengakﬁan Hutang

Pada bagian awal grosse akta pengakuan hutang harus
dimuat hari serta tanggal dibuam)fa .akta,l néuna iengkap dan
tempat kedudukan notaris, serta saksi-saksi instrumenter.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan notaris
yang bersangkutan akan dikenai sanksi berupa denda dan ataﬁ-
akta notaris tersebut hanya berlaku sebagai akta di bawah
tangan. (Pasal 22 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (3) PIN).

o 5). Komparisi

Menurut Lumban Tobing, komparisi adalah :

“Keterangan-keterangan dari notaris mengenai para penghadap
atau atas permintaan siapa dibuat berita acara”.'”’

Dari pengertian tentang komparisi tersebut, dapat

disimpulkan bahwa isi komparisi tergantung dari jenis akta

1
" opit., b . 20



otentik yang dibuat ofeh notaris. Jika akta yang dihuai olch
notaris yang bersangkutan adalah akta ﬁihak (pariij akie), maka
koinparisi bel"isi _ketelrangan notaris mengenai para penghadap
sedangkan apabila yang dibuat‘ adalah akta pejabat,
kompzﬁ_'isinya benisi “keterangan notaris mengena'i siapa yang
- minta dibuatkan akta Adapun menurut jenis akfanya, erosse
akta pengakuan hutang adalah akta pihak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan. bahwa
‘komparisi grosse akta pengakuan hutang notariil ‘adalah
keterangan notaris mengenai penghadap yang menghendaki
dibuatnya grosse akta pengakuan hutaﬁg.-

Dalam komparisi dicantumkan nama para penghadap,

jabatan dan tempat tinggalnya, beserta keterangan tentang
kewe_naﬁgannya.apakah ia bertindak untuk dirt sendiri ataﬁ
scbagai kuasa/wakil dari orang lain. Pembern ]éuasa/,orang yang

diWakili harus pula disebutkah jabatan dan tempat tinggalnya.
Selanjutnya dalam komparisi tersebut disebutkan pu]é alas hak
yang mgnjadi= dasér kewenangan bertindak dari kuﬁsa/wakil
tersebut.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan tersebutl
mengakibatkan n(_)tarisAdapat didenda berdasarkan Pasal 25 ayat

(3) PIN.



6).

7.

Premis akta

Dalam PIN tidak ada ketentuan yang mengharuskan
pemuatan premis dalam akta otentik. Dalam praktek, tidak
sctiap akté ofentik memuat premis. dengan demikian dimuat
atau tidaknya suatu premis tidak mempengaruhi keabsahan
suatu akta _notaris. |

Pada bagian premis grosse akta pengakuah hutang dapat
disebutkan perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya
pengakuan hutang. Apabilaz dalam pérjanjian yang-menjadi
dasar pengakuan hutang ini terdapat bunga atau dendé, maka
perhitungan jumlah seluruh hutgmg dicantumkan pada bagian
premis akta.
Isi grosse akta pengakuan hutang

_Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung:_mengelnai akta

yang memenuhi persyaratan untuk dapat : dianggap sebagai

‘.pengakuan hutang yang dapat segera dieksekusi, maka suatu

grosse akta pengakuan hutang harus memuat :
a) Pengakuan Hutang
Dalam suatu grosse akta | .pengakuan hutang harus
memual suatu pernyataan yang berisi pengakuan hutang dari -

debitur kepada kreditur. Pengakuan ini bersifat sepihak.
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b) Kewajiban membayar atau melunasi sejuralah uang tertentu

Dalam hal ini Z Asikin Kusumah Atmadja menyebutkan :

“Suatu akta grosse yang berisi pengakuan hutang hanya -
dapat dilaksanakan kalau diketahui secara pasti jumiah
uang yang harus dilunaskan. Digunakannya istilah

mengakui saja tidak berarti perjanjian pinjam meminjam
kemudian berubah menjadi surat pengakuan hutang. Hal
ini- baik tentang legalitas maupun jumlah hutang tidak
lagi dapat disangkal atau jawab-menjawab”."®

_ Junﬂah uang tertentu dalam hal ini melipﬁti Jumlah hutang
pokok yang disertai dengan bunga serta biaya-biaya lain
yang harus dibayar oleh debitur kepadé kreditur, |

¢). Jangka Waktu
Jangka waktu harus disebutkan secara jelas. Hal ini sangat

.~ penting sebab jangka waktul menentukan  saat debifuf
tersebut dapat disebut wanprestasi atau tidak.

d). Tempat Pembayaran

- ... Tempat pembayaran juga harus disebutkan mengingat hal .o v

 tersebut akan menentukan dimana debitur tersebut harus X
membéyar (melunasi hutangnya).
e). Opeisbaarheid (dapat ditagih)
f). Jaminan
Tentang jaminan akan kami uraikan pada sub bab tersendiri.

- Berkenaan dengém pendapat Mahkamah Agung tentang

™17 Asikin Kusumah Atmadja. Pengertian Akta Grosse, h, 59-60,
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~ pengakuan hutang yéitu ‘Surat Mahkamah Agung masing-
~ masing tanggal 16 April 1985 no 2.13/229/85/1]/UM-TU/P(1{‘.,
yang ditujukan kepada SOETARNO SOEDIJA, S.l—I.., Péngacara
dari Kantor Pengacara GANI DJEMAT & PARTNERS dan
tangeal 18 Maret 1986 no. I33/154/86/11/U1\4—TU/Pdt.,"yang

ditujukan kepada Direksi B.N.I 1946, G.H.S.L. Tobing, S.H.

menyimpulkan bahwa Méhkamah Agung mempunyai pendirian

sebagai A‘berikut:_

a. Dalam suatu grosse  akta tidak dapat ditambahkan
persyaratan—persyafatan lain lebih-lebih persyaratan tersebut
berbentuk perjanjian.

b. Penyeleéaian perkara dengan jalan eksekusi berdasarkan
grosse akta merupakan pengecualian dari asas peradilan
yaitu seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa
berdasarkan gugatan.

c. Bésamya.uang yang harus dilunasi dalam suatu grosse akta
pengakuan hutang harus pasﬁ dan tidak ada lagi suatu alasa;n
hukum bagi debitur untﬁk menyangkal hutangnya.

- Berdasarkan hal tersebut diatas, G.H.S.L. Tobing mengurai]liaﬁ lebih
lanjut bahwa suatu grosse akta yang isinya berupa perjanjian jual b_e]i |

yang diatasnya dicantumkan perkataan-perkataan “Demi Keadilan
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Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa™ tidak dibenarkan untuk

dikeluarkan.'”

3. Eksekusi grosse akta pengakuan hutang

Istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia ditérjemahican sebagai
“pelaksanaan putusan”. Eksekusi sebagai * tindakan hukum yang
dilakukan oleh pihak pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu
perkara adalah merupakan suatu aturan dan tata cara lanjutan dari
proses pemeriksaan perkara. Jadi eksekuosi adalah merupakan suatu
tindakan yéng berkesinambungan dari keselurithan proses hukum acara
perdata.

Eksekusi dapat diartikan juga dengan “menjalankanputusan
pengadilan”, yaitu menjalankan secara paksa putusan .pengadilan
apabila pihak yang kalah tidak mau menjzl.lalﬂ(anu,secal‘a‘ suka: rela.
Eksekusi tersebut baru dapat dilaksanakan -apabila kepiltusan hakim
telah mempunyai kekuatan hukum yahg tetap. |

Menurut Victor M. Situmorang dan Conneﬁyna Sitanggang,
eksekusi terdiri dari dua bentuk, yaitu:

a. Eksekusi Riil.

U}
M o ¢ 1. 83,



57

a

Eksekusi ini hanya mungkin terjadi beﬁrdésarkan' putusan
| pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang;
1). te]-alll mempéroleh‘ kekuatan hukum yang tetap;
2). bersifat dijalankan lebih dahuluy;
3). berbentuk provisi;
4). berbentuk akta perdamaian. di sidang pengadilan.
Eksekusi pembayaran sejumlah uang,
Eksekusi ini tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang
digunakan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang oleh
undangfundahg, yaitu grosse akta pengakuan hutang, grosse akta
hipotek dan grosse akta crediet verband (tatacara eksekusi grosse
akta hipotek dén crediet verband telah berubah dengan keluarnya
undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang UUHT).
a . Syarat-syarat Eksekusi grosse akta pengakuan hutang
' Dasar hukum dari eksekusi grosse akta pengakuan.hutang.
adalah pasal 224 H.ILR. Namun dalam pa;al tersebut tidak; |
diatur secara jelfts dan lengkap mengenai bagaimana eksekust
grosse akta pengakuan hutang dapat dilaksanakan terutama
menéenai syarat-syarat eksekusinya. Sehingga dalam praktek
tiap-tiap Hakim Pengadilaﬁ Negeri memberikan penafsiran

sendiri-sendiri -terhadapw pasal 224 H.LR. tersebut. Akan
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|
tetapi p_adﬁ prinsipnya penafsiran tentang cara-cara dan
- syarat-syarat cksckusi diantara para Hakim Pengadilan.
Negeri tersebut hampir sama.
~ Adapun syai'at-syarat' yang harus dipénu’ni agar shatu
grosse akta pengakuan hutang dapat dieksekusi a‘délah .
1).  Pada bagian kepala grosse akta pengakuan hutang
| tersebut  harus tercantum titel eksekutorial yaitu
“Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhaﬁan Yang
‘Maha Esa”. Titel eksekutorial inilah yang mefupakan '
tanda bahwa grosse akta pengakuan hutang tersebut
ﬁempunyai kekuatan yang .sama dengan keputusan
hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap.
2).  Pada bagian akhir dari grosse tersebut harus tercantum |
kalimat “Diberikan sebagai grosse pertama...”.
3).  Dicantumkan pula nama orang yané meminta grosse
| tersebut.
.4). Dicantumkan ‘tanggal pemberian grosse akta tersebut.
Disamping itu, masih ada beberapa syarat lain
seperti tersebut dibawah ini.
1). Isi dari grosse akta pengakﬁan hutang harus benar-
‘ Benar- merupakan sﬁatu pengakuan hutang yahg‘

berasal dari suatu perjanjian hutang plutang dengan
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kata lain terjadinya pengakuan hutang tersebﬁt karéna
adanya perjanjian lain yang lr_leudasariny‘a. _

Grosse akta pengakuan hutang tersebut merupakan
suatu pengakuan hl.ltang yang sepihak. |
Dalam grosse_ akta pengakpan hutang - tersebut harus
dicantumkan secara jelas tentang jumlah - hutang
dengan kata lam, hutang tersebut harus ditentukan
secara pasti dan tidak boleh ditambah dengan
persyaratan-persyaratan lainnya, schingga | jumiah
hutang dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut
dapat diketahui secara langsuﬁg dan mudah.
Penyebutan secara jelas jangka waktu hutang,

Penyebutan tempat pembayaran hutang.

Prosedur eksekusi grosse akta pengakuan hutang

Pengajuan eksekusi dalam praktek dapat dilaksanakan

secara lisan maupun tertulis. Permohonan tersebut diajukan

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan

membayar biaya eksekusi dengan jumlah yang ditentukan |

oleh Panitera Pengadilan Negeri. Penetuan jumlah biaya

tersebut adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi letak
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barang yang akan dicksekusi dan kemudian biaya tersebut

disetorkan kepada bagian keuangan Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, sebelum suatu eksekusi dilaksanakan,

maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pengadilan '

Negeri, yaitu:

Anmanning (teguran), hal ini diatur dalam pasal 196
HIR yang berbunyi sebagai berikut:
Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai
mencukupi 1s1 keputusan itu dengan baik, maka
pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan
baik dengan lisan, yaitu kepada ketua pengadilan
negeri tersebut pada ayat pertama pasal 195, maka
ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan
ttu serta menasehati supaya ia mencukupi
keputusan itu dalam waktu paling lama 8 hari.
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
pengadilan . sebelum menjalankan eksekusi terlebih
dahulu harus melakukan teguran. Selanjutnya penitera
pengganti akan memanggil pihak yang dikalahkan
untuk menghadap Ketua Pengadilan Negen pada hari
dan tanggal yang telah ditetapkan guna ditegur agar
mau memenuhi isi putusan yang dimaksud dalam

tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah teguran

tersebut. Surat perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk
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memanggil pihak yang dikalahkan tersebut dibuat

dalam bentuk penetapan. Selanjutnya apabila pihak
y.ang dikalahkan tersebut dalam ﬁfﬂktu delapan hari
masih juga belum melaksanakan isi Vputusa'n tersebut,
maka pengadilan akan melékukan peneguran sékali
lagi. Dalam praktek, peneguran ini dapat dilakukan 2
atau 3 kali.

Sita Eksekusi

Sita eksekusi diatur dalam pasal 197 HIR yang antara

lain berisi “ jika setelah lewat waktu 8 (delapan) hari

setelah peneguran tersebut dan pihak yang dikalahkan

belum mau menjalankan atau memenuhi isi putusan,
atau jika orang yang dikalahkan tersebut sudah
dipanggil untuk ditegur dengan patut tidak juga
menghadap ketua Pengadilan Ncg(;ﬁ, maka ketua
Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah

kepada panitera pengganti atau juru sita pengganti

dengan suatu surat penetapan supaya menyita barang-

barang orang yang dikalahkan atau debitur atau barang-

barang yang menjadi obyek sengketa, guna kepentingan
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111enjalankaﬁ keputué?ﬁf lebih lamut. Penyitaan i

disebut déngan sita eksekusi.

Setelah sita eksekutorial dilakukari, apabila tidak ada
pcrinfah fain dari ketua Pengadilan Negeri setempat, maka
eksekusi tersebut dilaksanakan. Ketua Pengadilan Negeri
melalui suatu penetapan eksekusi memerintahkaﬂ kepada

panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekust dan yang
bersangkutan memberitahukan kepada pejabat setempat
dimana eksekusi tersebut akan dilaksanakan.

Apabila putusan hakim atau yang disamakan dengan

 putusan tersebut adalah merupakan perintah untuk membayar

sejumlah uvang, maka barang-barang yang telah disita dijuai
umum dengan jalan pelelangan. Hal ini diatur dalain Pasal
200 ayat (1 dan 2) HIR. Sebelum peleigngan dilakukan,
terlebih dahulu dilakukan pengumuman melalui surat kabar.
Dalam pengumuman tersebut harus disebutkan han tanggal
dan tempat dilaksanakan pelelangan.

Setelah pelelangan selesai dan barang telah terjual,
maka hasil pelelangan tersebut akan diserahkan kepada pihak

yang, dimenaﬁgkan dalam perkara. Apabila ternyata uang

hasil pelefangan tersebut lebih besar dari jumlah hutang,

o
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maka sisa dari hasil penjualan terscbut akan dikembalikan

kepada pihak yaﬁg telah dikenakan eksekusi (debitur),

D.  TINJAUAN SINGKAT TENTANG JAMINAN
Salah satu upaya lﬁmk mewujudkan kesejahteraan'rakyatl adalah
dengan. Ijembangunan ckonomi. Untuk memelihara kesinam_bunganr
pembangunan ekonomi tersebut sangat diperlukan dana yang cukup besar
yang dapat dipenuhi antara lain dengan adanya fasilitas kredit.

Méngir_lgat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut sudah
semestinya apabila i)emberi dan penerima kredit serta pihak lain yang
terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang

. kuat serta memberikan kepastian hukmﬁ bagi pihak yang berkepentingan..
«.Disinilah pentiﬁgnya lembaga jaminan. Bentuk lembaga jaminan sebagian
«w. ~besar mempunyai ciri-ciri internasional, dikenal hampir ‘t.ii'semua negara
nidan peraturan perundangan modern, bersifat menunjang Ap.er'.kerlnlbangan
" ekdnomi dan perkreditan seﬁa memenuhi kebu;u'han masyarakat akan
fasilitas’ modal.?®

Secara umum, kata jaminan dapat diartikan sebagai “penyerahan

kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung

9 Sri Socdewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indoncsia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan
Jaminan Perorangan, h. -3,
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| kel_nbali peinbayaran lsuatu hutang. Dengan derﬁikian jaminan mengandung
suatu  kekayaan ,(:'.nateriilj‘ : étaupun suatu pernyataan kesanggupan
(immateriil) yang_d_apat dijad_ikan sebagai sumber pelunasan hutaﬁg; :
-Berdasarkan kebendaannya, Jjaminan dikelompokkan menjadi:
1. jaminan Perorangan (persoonlijk)
Menurut Purwahid Patrik, jaminan perorangan adalah:

“orang ketiga (borg) yang akan menanggung pengembalian
uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup

mengembalikan pinjamannya tersebu » 2D

2. Jaminan Kebendaan (zakelijk)
Dalam hal inmi berarti menyediakan bagian dari kekayaan. seseorang
guna memenuhi atau membayar kewajiban debitur.
Jaminan kebendaan ini dapat dibedakan menjadi:

a. Jaminan yang sifatnya materiil atau berujud, terdiri dari:
1). Jaminan barang-barang bergerak atau ‘gadai. Menurut

pengertian pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah :
“suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu
barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh
yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain
atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang
memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat
. pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-

kreditur lainnya terkecuali biaya untuk melelang barang
tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

Y prof. Purwahid Patrik, S.H. dan Kashadi, S.H., Hukum Jaminan, h. 103.
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memelihara  benda itu, Dbiaya-biaya ‘mana harus
didahulukan™ . o

Dari definisi gadai tersebut dapat dilihat adanya beberapa

unsur pokok dalam gadai yaitu: |

a). Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas

barang gadai' kepada kreditur pemegang gadai.

'b). Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang

lain atas nama debitur.
¢). Barang yang menjadi obyek gédai hanya barang berggrak
- baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
d). Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang
gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya,*®
Jaminan barang-barang yang tidak bergerak.
Untuk jaminan barang-barang yang tidak bergerak dikenal
sebagai hipotik dan crediet verband. Namu'n' sejalan dengan
perkembangan hukum jaminan, ketentuan mengenai hipotek
dan crediet verband dirasa tidak sesuai dengan asas-asas - .
hukum nasional dan kurang memberikan kepastian hukum

dalam bidang perkreditan. Untuk mengantisipasi hal

- tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 4

bl
b 13,
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tahun 1996 tentang Hak Tanggungaﬁ atas tanah Dbeserta
benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau yang disebul
dengaﬁ Undang-undang Hak Tangg.;unganﬁ Naxﬁtm_ketentuan-
~ hipotek masih tetap berlaku untuk kapal yang berukuran
paling éedikit 20 meter kubik dan didaftarkan di syal1ban(iar
setempat. | |

Fiducia atau yang dikenal dengan fEO (Fiducia Eigendom
- Overdracht) yaitu su:aru bentuk ikatan jaminan dimana benda
yang dijaminkan diserahkan kembali penguasaannya kepada-
penerima kredit dengan memberi kepercayaan untuk
. memakainya.

‘Fiducia dapat dibebankan baik pada 5enda bergerak
maupun ﬁdak bergerak. Menurut Pitlo fiducia yang
dibebankan pada benda tetap dapat dilaksanakan meskipun
dalam i)raktek jarang terjadi. Senada denéan Pitlo adalah
"pendapét dari Veenhoven yang mengemukakan bahwa pada
asasnya' semua benda baik benda bergerak maupun benda
tidak 'béfgerak yang secara yuridis dapat diserahkan hak
miliknya, juga dapat diserahkan hak miliknya atas
kepercayaan sebagai " jaminan, ftetapi menurut beliau

hendakaya obyek fiducia hanya terbatas pada benda
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bergerak  saja. F\"lent.u'_ut .E,{o Tjay Sing ﬁdlicfa} yang
l_ dibebankan pada l.)en_da' yaﬁg tidal_\' bergerak hanya terbatas
_ 'pada- benda tidak bergerak yang pemiliknya tidak dapat
.men":pél‘g.;'unak‘an_nya sebagal jaminan 'hutang‘ den-gan cara
“lam selamn dengan penyerailan hak milik secara kepercayaan.
Benda—Bendé tersebut antara lain adalah bangunan yang
didirikan di atlas taﬁah hak sewa, hak pakai dan. hak
'pengelolaan.z‘;’) |
b. Jarﬁinan yahg sifatnya immateriil atau tidak berwujud .seperti hak

tagih, hak cipta, asuransi dan lain-lain.

1. Keadaan lembaga jaminan di Indonesia.setelah berlakunya
Undang-undang Pokok Agraria
Undang-undangi':Pokbk Agragria (UUPA) yaitu Undang-
undang nomor 5 tahun 1960 mulai berlaku sejak tanggal 24
September 1960 dengan segala peraturan pelaksanaannya.
Dalam konsiderans UUPA disebutkan‘ bahwa peraturan-
peraturan -yang berkaitan dengan tanah yang diatur dalam
Buku 1l KUHPerdata dicabut kecuéli tentang Hipotik.

Sehingga berdasarkan komsiderans terscbut untuk pengikatan

21 .
" rg, S
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i
jlamin'an atas benda li'da.k bergerak kcl‘cnluzin tentang-lglipolek
vang ada pada Buku Il KUHPerdata masih tetap berlaku.

Dengan bérfakunya_UUPA tersebut maka hukum tanah

" Indonesia yaitu yvang s_em}lla terdiri d_aﬁ hukum tanah yang
dbe.rsumber pada h.ukum Barat dan hukum tanah yang

| bersumber pada hukum‘ adat menjadi safu kesatuan yaitu
hukﬁm tanah di Indonesia yang diatur dalam UUPA beserté
peraturan pelaksanaalmya. Hal im1 sekaligus juga menciptakan
unifikasi hukum tanah Indonesia. Dengan adanya unifikasi
tersebut hukum tanah Barétt yang tadinya terﬁllis dan hukum
tanah adat yang tadinya tidak tertulis lalu diganti dengan
hukum yang tertulis sesuai dengan Ketetapan MFRS Nc;
II/MPRS/1960.*"

Pemberian jaminan yang bertalian dquan_ tanah, terikat
oleh bentuk tertentu dan tatacara Sebégaﬁnana telah diatur
dalam UUPA dan peraturan-peraturan pelaksaﬁaannya yang
menentukan bahwa pembebanan hipotek dan crediet verband
harus dibuat dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agréria' (pasal 19. PP

10/1961), sedangkan pejabat yang dimaksud adalah PPAT.

1 Sri Socdewi Masjchocit Sofwan, Hak Iaminan Atas Tanah., h.t
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Adapun hal_yang menjadi persoalan adalah vang harus dibuat
oleh PPAT apakah mengenai ﬁembebanan hii)otiknya atallk#h '
petjanjian peminjaman uang antara kreditur dengan debitur.
| Mengenaj 1ﬁa§ala11.tersebﬁt, berdasarkan éufat_Menteri
Agraria tanggal 10 (l)ktobe;" 196_i nomor KA. 40/48/30
ditentukan bahwa perjanjian hipotek harus dilakukén dengaﬁ
akta otentik yang ditandatangani oleh_ para pihak ‘yaitu
pemberi hipotek, penerima hipotek (kredimr, dalam praktek‘
biasanYa | bank), para saksi dan PPAT sedang mengenai
peminjaman uang dapat dilakukan dengan akt;cl di bawah
tangan, atau dibuat seéara notariil.
Dengan berlakunya UUPA dan sebelum terbentuknya
PP 10 tahun 196 I. berdasar‘kan' perturan Menteri Agraria
nomor 2 tahun 1960 pasal 26, maka diadakan penggolongan
| .mengenéi. hak atas tanah yang dapat dibebani hipotek'dan hak
atas tanah yang dapat dibebani crediet verband. Adapun hak )
atas tanah yang dapat dibebani hipotek adalah hak milik, hak
guna bangunan, hak guna usaha yang berasal dari konversi
hak-hak tanah barat yaitu hak eigendoﬁ, hak opsl‘ﬁ] dan hak

" erfpacht. Sedangkan hak atas tanah yang dapat dibebani |
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crediet verband adalah hak fni]ik, hak guna bangunan daﬁ hak
guna usaha Srallg beraslal dari hak-hak tanah édat.
| - Setelah berlakunya PP 10 tahun 1961 dengan peraturan
pelaksanaannya yaitu PMA nomor 15 tahun 1961 tentang
“Pembebanan dan Pendaftaran Hipotek dan Crcdief Verband”
| tidak-di.adakan lagi penggolongan tentang hak atas tanah yang
dapat dibebani hipotek ataupun ‘yang dapat. dibebani dengan
VCrediet verband. Hipotek dan crediet verband. &apat
dibebankan pada hak milik, hak guﬂa bangunan dan hak guna
usaha baik yahg berasal dari konversi ﬁak-hak tanah barat
maupun yang .ber;dsal_ dari hak-hak tanah adat. Bahkan dapat
dibebankan pula pada hak milik, hak guna bangunan dan hak
guna usaha yang barn diberikan setelah berlakunya UUPA.
Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26
Maret 1973 nomor DL.B.3/37/3/1973 mak:a hak pakai atas
tanah tidak dapat dibebani hipotek maupun crediet verband.
Meskipun menurut ketentuan PMA nomor 1 tahun 1966 hak
pakai .dan hak pengelolaan harus didaftar menurut ketentuan
PP 10 tahun 1961, namun hak pakai dan hak pengelolaan

-tidak dapat dibebant hipotek maupun crediet verband.
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Seluruh aturan-aturan pdkok hukum perbankan yang ada
- da]anj UUPA belum secara keseluruhan dilaksanakan: Ada
beberapa keteﬁtuan vang . belum dilaksanakan ‘misalnya
pembentukan Undang%mdang-‘ Hak Milik, Pératuran
Pel-'uridang-ﬁndangan tentang HGU, HGB dan lain-lain.
Bahkan ketentuan yang sangat mendesak bagi perkembangan
ekonomi yaitu hék tanggungan yang pada tanggal 9 Apn’ll
1996 baru diundangkan yaitu dengan Undang-Undang nomor
4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atfas Tanah dan
Benda-benda yang ada di atasnya. Pentingnya Undang-
undang Hak Tanggungan ini adalah mengingat bahwa
ketentuan hak Jamman atas tanah seperti yang telah diuraikaﬁ
diatas, sebelum berlakunya UUHT kurang menjamin
kepastian hukum masih bersifat dualisme.

| Dalam pelaksanaan terdapat beberapa ketentuaﬁ._
_ mengen@i hipotek dan ;:rediet verband yang tidak dapat
diterapkan. Bila tér_ja(ii‘ kemacetan kredit, eksekusi barang
jaminan tidak mudah dilaksanakan. Misalnya, hak dari
pemegang hipotek (kreditur) untuk menjual barang jaminan
atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmatige verkoop)

sebagaimana diatur dalam-Pasal 1178 ayat (2) jo Pasal 1121
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KUHPerdata. Berdasarkan hak ini; kréditu;‘ dapat menjl;al
-baran'g jaminan dengan perantaraan Kantor Lélang Negara
(KLN) tanpa minta ijin -P¢ngadilan Negeri. Sekarang, hak
yang dlemikian tidak dapat dimanfaatkan karena . Putusan
Mahkamah Agung nomor 321 G/K/Pc_it/ 1984 tanggél 301 ﬁnuari
1986 melarang KLN melelang barang jaminan tanpa seijin
Pengédilan Negeri.

Hal iain yang tidak mudah diterapkan adalah ketentuan
mengenai parare executie yang diatur dalam Paﬁal 224 HIR,
258 Rbg dan Pasal 18 jo 19 Stb. No 542 tahun 1908.
Berdasarkan pasal tersebut, kreditur dapat mengajukan
permohonan eksekusi barang jaminan kepada ketuaA
Pengadilan Negeri, bila ‘dellaitur wanpregtasi. Permohonan
dapat dilakukan tanpa ﬁelalui gugatan, perdata, yang
memakan waktu lama. Pelaksanaan parate executie sering
mengalami kesulitaﬁ keréna ada beberapa Pengadilan Negeri
yang'mensyaratkan penyerahan grosse akta hipotek/crediet
verband. Padahal grosse akta tersebut sudah tidak ada lagi,
dalam arti grosse akta tersebut hanya dapaf dibuat oleh
overséh?-i_jvingsambtenaar atau Wedana berdasarkan ketentu'an'

lama. Sedangkan berdasarkan ketentuan baru (PP 10/1961)




I\ewenanﬂan tersebut diberikan kepada PPAT dan pz;da mésa
“berlakunya UUPA tidak lagi d1telb1tkan grosse ai\ta hipotek
melamkan sertipikat hipotek dan credietverband oleh Kantor
Pertanahan. Menurut pésal 7 PMA nomor 15/1961 seﬂipikaf
hipotek atau crediet verband mempur_lyai fungéi yang sama
dengan grosse akta hipotek atéu crediet verband. Namun.
kényataannnya_ masih ada beberapa Pengadilan Negeri yang'
minta dilampirkan grosse akta hipotek atau crediet verband
sebagai syarat 'eksekusi. Karena kreditur tidak dapat
memenuhi persyaratan tersebut, maka parate executie tidak
dapat dilaksanakan. Akhirnya kreditur mengajukan gugatan
perdata biasa melalui Pengadilan Negeri.
Keadaan lembaga jaminan dengan berlakunya Undang—
undang nomor 4 tahun 1996
- Pasal 51 UUPA menyebutkan bahwa:

“Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada -hak milik,
- hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa

untuk bangunan diatur dengan undang-undang”.
Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang éeharusnya
~berlaku sebagai jaminan atas benda tidak Dbergerak di
Indonesia adalah Hak Tanggungan dan bukan hipotek maupun

credict verband. Namun karena undang-undang yang
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‘ dim.aksﬁd" ‘oleh pasal 51 tersebut belum terbentuk, maka
berdasarkan pasal 57 ULJPA yang berbunyi:

- “Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut
dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah
ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Crediet
Verband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah
diubah dengan S 1937-190”

ketentﬁan mengenai hipotek dan crediet verband masih tetap

berlaku untuk jaminan atas benda tidak bergerak.. Akan tetapi

sejalan dengan perkembangaﬁ hukum jaminan, ketentuan
mengenai hipotek dan crediet verband tersebut dirasa tidak
sesuai- dengan asas-ﬁsas hukum nasional dan kurang
memberikan kepastian hukum dalam bidang perkreditan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan

Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

afas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

atau yang disebut dengan Undang-undang Hak Tanggungan
' (UUHT). Dengan berlakunya UUHT ini maka praktek
perkreditan hanya mengenal satu hak pertangguﬁgan yang
berkaitan dengan tanah yaitu Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan yang diatur dalam undang-undaﬁg
tlersebut pada dasarnya adalah Hak Tanggungan yang

dibebankan pada hak atas tanah. Namun dalam kenyataannnya
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sering t_erdap_at benda-benda yang berui)é }b'angunaﬁ, tanaman
- dan hasil karya yang secara tetap merﬁpakan satu kesatuan
dengan tanah yang dijaminkan tersebut. S.ebagaiman.diketahui
. hukum tanah nasional adalah didasarkan ;ﬁada hukum adat,
- yang menggunakan pémisahan horisontal. Sehubungan dengan
hal itu maka dalarm‘ kaitannya dengan bangﬁnari, tanaman, dan
hasil I\arya yang berada di atas tanah yang dijadikan sebagai
Jjaminan, ghukum tanah nasional menggunakan asas pemisahan
hoﬁsontﬁl. Dalam rangka pemisahan secara horisontal, benda-
benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, adalah
benda yéng merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan.
Olgh karena itu setiap perbuatan hukum mengenai hak atas
tanah tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut.
Namun demikian penerapan asas hukum adat tidaklah
| muﬂak. Atas dasar hal tersebut, dalam rangka asas pemisahan
horisontal, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa
pembebanan hak tanggungan atas tanah dimungkinkan pula
me]iputi benda-benda yang dimaksud di atas. |
Pasal 1 ayat (1) UUHT menycbutkan bahwa yang
dimaksud dengan Hak "I"aliggungan adalah “hak jaminan yang

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
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|

Undang—undéng nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, bel‘ikut atau tidak bertkut benda-benda
lain yang mefupakan éatu kesatuan dengan tanah itu, untuk
perlunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada jﬁ'&:ditur tertentu térhadapkrédinn'-kreditur
lain”. Daril deﬁnisi t.e'rsebut,. selz;njumya dﬁlam penjelasan
umum dikemukakan bahwa Hak Tanggungan (HT) sebagai
lembaga hék jaminan atas Atanah yang kuat harué mengandung
ciri-ciri:
a. merﬁberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu
kepada pemegangnya (droit de preference). Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1);

b. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan

siapapun obyek itu berada (droit de suite) hal ini

ditegaskan dalam pasal 7;

c. memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat

mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum.

kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
d. mudah dan pasti pelaksanaannya.
Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang istimewa

bagi kreditur pemegangnya terhadap kreditur-kreditur lain,
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Hal ini berarti apabila debitur wanprestasi, maka kreditur

_pcmegang, HT berhak untuk men_]ual benda jaminan melalui
pelelangan umum dengan hak mendahulu terhadap kred1tur~
kreditur lain. )

Menurut pasal 7, HT tetap mengikuti obyeknya ditangan
siapapun obyek tersebut - berada. Sifai ini menurut Prof,
Purwahid Patrik, SH merupakan jaminan khusus bagi
| kepeﬁtingan pemegang HT. Walaupun obyek HT sudah
berpindah tangan dan menjadi mil.ik pthak lain, kreditur masih
tetap dapat menggunakan haknya untuk | melaksanakan
eksekusi, jika debitur wanprestasi.”

| Adapun ciri-ciri lain dari HT‘ adalah memenulﬁ asas
spesialitas dan asas publisitas. Asas spesialitasldapat diketahui
dan penjelasan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa
undang-undang ini menetapkan isi yang mfatnya wajib untuk
sahnya Akta P‘é;benan Hak Tanggungan (APHT). Tidak
dicantumkannya secara ]engkap hal-hal yang d1sebut “dalam
ayat ini akan mengakibatkan APHT yang bersangkutan batal

demi hukum. Sedangkan asas publisitas dari HT ini dapat

diketahui dari Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hak

a6 . . -
=7 Purwahid Patrik, op. ¢a. h. 63
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‘T‘zmggwlgan wajib d-ida_ftar.kan pada Kantor Pertanahan.

Didaftarkannya HT pada Kantor Pertanahan merupakan syarat

| njutlak unﬁnk lahirnya HT dan niengikatnya HT "terhadap

‘pihak ketiga.
| Unﬁik dapat dibebani hak janﬁnan atas tanah, obyek HT

yang bersangkutan.harus memenuhi 4 syarat.yaitu:

a. dapat dinila: dengan vang;

b. tgéﬁnasuk hak yang didaftar dalam daftar umum;

c. mempunyai sifat dapat dipindahtangankan;

d. memerlukan penunjukan oieh Undang-undang. |

Dari ke-empat syarat tersebut maka dapat disebutkan dibawah

ini bahwa menurut pasal 4 dan pasal 27 UUHT yang menjadi

- obyek HT adalah: | |

a. Hak Milik; - -

b. Hak Guna Usaha;

¢. Hak Guna Bangunan;

d. Hak Pakai atas tanah _négara yang menurut ketentuan yang
berlaku wajib didaftar dan menurut sifamya da.pat
dipindahtangankan;

¢. Rumah susun yang Berdiri diatas tanah Hak Milik, Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh negara
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~serta Hak Milik atas satuan rumah susun, yang bangunannya

be.:r.diri diatas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak

Pakai yang d.ib,erikaall oleh negara.

. -Akta Pemberian Hak Tanggungan

Proses pemb‘ebm_lan Hak Tanggungan dilaksanakan
melalui 2 tahap kegiafan yéitu:
a. tahap pemb;:rian Hak Tanggungan dihadapan PPAT yang
berwenang yaitu dengan dibuatnya APHT yang didahului

dengan perjanjian hutang piutang yang di jamin;

b. tahap pendaftaran oleh Kantor Pertanahan.

Menurut Pasal 10 ayat tl) UUHT, pemberian Hak
Tanggungan didahului dt_engén janji untuk memberikan Hak
Tanggungan sebagai jaminén pelunasan hutang tertentu yang
dituangkan dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari perjanjian hutang piutang yang b(;rsangkutan atau
perianjiaii laimnva yang menimbulkan hutang tersebut. Adapun
pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan
Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dengan
memenuhi persyaratan pembuatan akté PPAT seblagaimgna

diatur dalam pasal 22 PP 10/1961.
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Ketentuan Pasal 11 -ayat (1) Undang-undang Hak
Tanggungaﬁ menctapkan tentang isi yang sifatnya waji-b
dipenuhi oleh suatu akta pemberian hak taﬁggungan. Bahkan
dengan tidak dicantumkannya isi yang bersifat wajib tersebut
' ékan méngakibatkan akta- pemberian hak tanggungan menjadi
batal demi hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa isi dan
sifat yang .wajib dipenuhi dalam suatu akta pemberian hak
tanggungan merupakan ciri’ asas spesialitas dari  hak
fanggungan lbaik men.yangkut mengenai  subyek, obyek
maupun hutang yang dijamin. **

Menurut Pasal 11 ayat (1) UUHT tersebut, isi yang wajib
dicantumkan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan
adalah: -

a. nama - dan‘_, identitas pemegang dan pemberi hak
tangg.ungan.x Dalam hal ini apabila hak tanggungan

* dibebankan.pula pada benda-benda ‘yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah namun milik orang lain atau badan

hukum lain, maka pemberi hak tanggungan_ adalah

) Ignatius Ridwan widyadharma. $.H.. M.S. Ph. B._Undang-undang Hak Tangrgungan Atas Tanah
Beseria Benda vang Berkaitan deppan Tanah, bo15
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pémegang hak atas tanah tersebﬁ_l -bersama-sama den{;ﬁn :
.penﬁ'lik benda yang bersangkutan; |

b. domisili pihak-pihak sebagaimana yan.g dimaksud dalam
huruf a dan apabila diantara mereka ada yang berdomisili
di luar Indonesia, baginya hams' pula dicantumk%m suatu
domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili
pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungén diahggap
sebagai domisili yang dipﬂih;

c. penunjukan secara jelas ‘hutang atau hutang-hutang yang
dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal
10 ayat (1). Pasal 3 menyebutkan bahwa hutang yang

.dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat

berupa:

1). utang yang telah ada;

2) utang yang telah diperjanjikan sebelumnya;

3) utang dengan jumlah yang saat pennohonan eksekusi
hak tanggungan  diajukan dapat  ditentukan
berdasarkan perjanjian  utang piutang ataupun
perjanjian lain yang menimbulkanlhu-bungan utang-

piutang.




d. nilai tanggungan;

€. uraian yang jelas -mengenai obyek Hak Tanggungan.

Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Taﬁggunga‘n
meliputi rincian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan
atau bagi tanah yang belum ‘terdaftar sekurang-kurapgnya
memuat uraian rﬁengenai kepemilikan, letak, batas~bﬁtas dan
luas tanahnya. |

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) ditentukan bahwa

karena sifat assesor darl Hak | Tanggungan, maka
pemberiannya harus merupékan ikutan dari perjanjian lain
yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang
piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang
menimbulkan hutang piutang ini dapat dibuat dengan akta
dibawah tangan ataupun akta otentik tergantung pada
ketentuan yang mengatur materi perjanjian te;'sebut.

Akta Pembeﬁan Hak Tanggungan ini wajib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT.
Selanjutnya, PPAT yang bersangkutan wajib mengirimkan
APHT dan warkah lain yang diperlukan k_epz}da Kantor

Pertanahan. Yang dimaksud dengan warkah lain adalah surat-




~ surat bukti yéng i),erkaitan denggm obyek hak tanggungan dan
identitas  pihak-pihak yang bersahgkutan, - termasuk 'di
dalaﬁnya - sertipikat hla.k atas tauahdan?atau surat-surat
keterangan mengenai hak tangguﬁgan.
| Pendaftaran hak tanggungan tersebut dilakukan oleh
Kantor Pertanahaﬁ dengan membuat. Bukﬁ .Tanah Hak
Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas
tanah. Sedangkaﬁ tanggétl dar Buicu Tanah Hak T anggungan
adalah tanggal hari ke tujuh setelah penerimaan secara
lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan‘
Hak Tanggungan tersebut lahir pada hari tanggal Buku Tanah
Hak Tanggungan. Penentﬁan tanggal tersebut dimaksidkan
untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan berlarut-larutnya
~ pendaftaran tersebut di Kantor Pertanahan.
Sebagai buiét'i:édan'ya Hak Tanggungan Kantor
Peﬂaﬁahan menerbitkan Sertipikat Hak Taﬁggunéan yang
memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
‘KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertipikat tersebut
| mempunyai kekuatan t_v:ksekutorial yang sama dengan putusan
hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

berlaku sebagai pengganti grosse akla hipotek sepanjang
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nwﬁgenai liak atas tanah. Sertipitkat Hak Tanggungan it

kemudian diserahkan kepada pemegang Hak Tanggung.an. .
Telah diuraikan diatas bahwa salah satﬁ ciri dari Hak

Tanggungan adalah pelaksanaan eksekusi yang mudah dan

pasti. Apabila debitur wanprestasi, maka pemegang Hak

Tanggungan diberi kesempatan untuk menggunakan jalur

eksekusi yang ditentukan dalam Undang-undang Hak

Tanggungan yaitu yang tercantum dalam :

a. Pasal 6 UUHT yaitu dengan cara menjual obyek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
penjuélan tersebut dengan catatan apabila hasil penjualan
lebih besar dari jumlah piutang, maka pemegang Hak
Tanggungan wajib mengembalikan sis;a hasil penjualan
kepada pemberi Hak Tanggungan. )

b. Pasal 20 ayat (1b) yang menentukan bahwa apabila
debitur cidera janji (wanprestasi), maka berdasarkan titel
eksekutorial yang terdapat dalam sertiptkat Hak

Tanggungan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 14 ayat

. (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan
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umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan
| -perun'dang—undangan. |
Pada dasarnya setiap eks.e'ku_si harus dilaksanakan
dengan melalui pelelangan umum, karena diharapkan dengan
cara ini akan memperoleh harga yang paling tinggi. Namun
undang—undang ini juga memberikan kesempatan kepada
pemegang Hak Tanggungan. untuk menjuél- oByek' Hak
Tanggungan di bawah .tangan dengan syarat sudah ada
kesepakatan antara pemberi dengan pemegang Hak
Tanggungan. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan hanya
dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak
diberitahukan secara tertulis oleh peinberi dan/atau pemegéng
Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yarg berkepentingan
dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar
yang beredar- di-dalam daerah yang bersang:kutan serta tidak
ada pihak yang menyatakan keberatan.

Ekesekusi Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam
pasal 20 UUHT tersebut diatas sama sekali tidak terpengaruh
apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit. Dalam
k_eadaan_demikian pemegang Hak Tanggungan tetap diberikan

wewenang untuk melakukan eksekusi. Dengan demikian jika
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debitur wanprestasi pmegang Hak ’fanggungan dapat langsung
minta kepad Kanfor -Lélang Negara untuk menjual dengan
pelelangan ﬁmum obyek Hak Tanggungan. Tata cara ini
adalah paling singkat dan mudah karena krediﬁu tidak perlu
mengajukan permohonan eksékusi ‘kepada Pengadilan Negeri.
| Pe'ratliran perundangan yang mengatur- secara -khusﬁs
tentang eksekusi Hak Tanggungan belum ada. Selama
peraturan tersebut belum ada, pasal 26 UUHT menenmkan
bahwa untuk sementara diperguhakan ketentuan eksekusi
hipotek dan crediet verband yang diatur dalam pasal 224 'HIR
dan pasal 258 Rblg. yang dikenal dengan parate eksekusi.
Praktek Lembaga Jaminan dalam pemberian kredif
dengan berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan
" Di atas telah diuraikan bahwa lembaga jaminan untuk

benda bergerak adalah gadai dan fiducia serta untuk benda
tetap adalah Hak Tanggungan. | -

Tentang keberadaan hak jaminan telah disebutkan
dalam pasal 1131 KHUPerdata yang berbunyi: -

“sepala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada

maupun yang baru akan ada dikemudian hari,

menjadi  tanggungan untuk segala  perikatan
perseorangan’.
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Juga oleh pasal 24'.' Undang-undang nomor 14/1967. yang
menyebutkan bahwa “bank umum tidak memberi kredit tanpa
~ jaminan kepada siapapun juga” yang kemudian diperbaharui
dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan yang dalam Pasal 8 nya menyebutkan s:ebagai.
berikut:

“Dalﬁm memberikan  kredit, Bank Umum wajib -

mempunyai _keyakinan atas kemampuan  dan

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan”.

Dari pasal 24 Undang-undang nomor 14/1967 diatas
dapat diketahui bahwa setiap perjaﬁjian kredit harus disertai
dengan jaminan. Sedangkan berdasarkan pasal' 8 Undang-
undang nomor 7/1992, jaminan yang diharuskan “dalam pasal
24 UU nomor 14/ 1967, tidak lagi menjadi suatu ukuran dapat
. atau tidak dapat diberikan kredit oleh Bank bagi sescorang.
Sebab tanpa jaminanpun apabila Bank yakin bahwa calon
debitur_ dapat melunasi pinjamannya maka Bank dapat
memberikan kredit juga.

Pasal i sebenarnya diciptakan untuk memberi
kesempatan kepada para pengusaha ekonomi_ lemah untuk
mendap.at dukungan fasilitas  kredit dari Bank  dalam

menunjang usahanya dimana debitur tidak mempunyai



88

Jaminan apapun. Namun, m#kSud baik dari Iiaslal 8 UU
~ Perbankan nomor 7/1992 tersebut ada sedikit kelemahannya
yaitu “tidak ada 'syarat-syarat spesifikasi (khusus) dalam
- pemberian. kredit”. Sehingga ditakutkan banyaknya kredit
macet (kredit bt_al_'masalah).

Pada. saat ini, perjanjian kredit yang menggunakan
barang-barang bergerak sebagai jaminan maka akan digunakan
lembaga gadai atan fiducia. Sedangkan perjanjian kredit yang
menggunakan Earémg tidak bergerak sebagai jaminan maka
akan dipergunakan lémbaga‘baru yaitu Hak Tanggungan yang
diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996.

Penerapan Undang-undang Hak Tanggungan tersebut
membawa implikasi praktis dalam kredit perbankan.
Untuk mengadakan pengikatan jaminan antara pihak. Bank
(kreditur) dengan pihak debituf maka ‘.dibuatlah, “Akta
Pemberian Hak Tanégungan. Namun apabila pihak debitur

fidak dapat menghadiri yang berarti tidak dapat ikut

menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka .

diwajibkan kepadanya untuk memberikan kuasa kepada Bank
dengan membuat Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan. Masa berlaku Surat Kuasa Membebankan Hak
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Tanggungan (SKMHT) hanya satu bulan dan harus dibuat
dengan akta notaris/PPAT. Pasal- 15 ayat (3) UUHT
menyatakan bahwa :

“SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib
ditkuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
selambat-lambatnya satu bulan sesudah diberikan”.
selanjutnya ditentukan dalam ayat 6 bahwa apabila kewajiban
tersebut_ tidak dipenuhi, maka SKMHT yang bersangkutan
batal demi hukum. Dengan‘adanya ketentuan ini, maka salah
satu implikasi praktis dari penerapan Undang-undang Hak
Tanggungan adaﬁah dalam hal biaya.

Sebelum berlakunya UUHT dalam lembaga hipotek
tidak dikenal ketentuan mengenai batas waktu seperti itu.
Bank membebankan hipotek terhadap Jaminan debiturnya
‘secara_ .selektif, dan bam akan memasang (membebankan)
hipotek .apabila' suatu  kredit merhperlihatkan ~ gejala
_ bermasalah. -Biaya pemasangan diperoleh dari dana debitur_
 yang telah dicadangkan sebelumnya. Sélama hipotek‘ térsebuf
belum d_ip.asang, maka bank hanya memasangl Surat Kuasa
‘Memmasang Hipotek (SKMH). Kebijakan | sep-erti tersebut ldia'tas'

di'tempiih sebagat bagian dari jasa pelayanan bank terhadap

P
i




.
!'
debitur, mengingat tm&, zinya biaya pemasang,an maupun.
penghapusan (roya) hipotek di Indonesia 2"

Kelebihan UUHT yang lﬁin adalah | memberikaﬁ
keyakinan kepada Bank bahﬁra Wallaupunl tanah yang dibebani
hak tanggungén' buktir kepemilikannya masih berupa girik,.
petuk dan sejenisnya, pembebanan hak tanggungan tetap dapat
dilakukan dengan syarat bahwa pemberian HT dilakukan
bersamaan dengan perfnohohan pendéftaran Hak Atas Tanah
tersebut. Selama ini, bank umumnya enggan menerima
Jjaminan tanah yang belum bersertifikat, dengan berlakunya
UUHT setidak-tidaknya bank telah memiliki kepastian
mekanisme jaﬁu’nan pengikatan hak ténggungén. Hal Iain
yang memberikan kepastian terhadap bank adalah penetapan
batas waktu maksimum pendaftaran oleh PPAT serta
.pembenan tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan oleh Kantor

Penanahan seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya

*" Johannes Willivart Saragib, SE., MM, Implikasi UUHT tcrhadap Perkreditan Bank b, 12,




. -BAB I

METODE PENELITIAN

Penelitian int dimaksudkan untuk mengumpulkan data guna penulisan
thesis yang beﬁudul .“Eksislten.si Grosse Akta Pengakuan Hutang Dengan
B-»‘er.lakunya Undang-undang Hak Tanggungan Dj Willa);ah Hukum Pquadilan
Negeri Semarang”.

Data. yang dikumpulkan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan
- dan eksekusi atas grosse akta Pengakuan Hutang.
A. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dikatakan
deskriptif karena penelitian ini dihafapkan mampu memberikan gambaran
secara rinci, sistematis dén menyeluruh mengenai. segala hal yang
berhubungan dengan eksistensi dan eksekusi grosse akta pengakuan
hutang. Sedangkan istilah analisis mengandung makna mengelompokkan,
menghubungkan dan membandingkaﬂ "as;)'ék;aépék grosse akta pengakuan
hutang baik dari segi teori maupun praktek serta membahasnya secara

ilmiah dengan dasar teori dan praktek.

Yi
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. C:iﬁl Pendekatan |

Sedahgkan pendekatan “yang digunakan dalam penell'itian-inj
adalah pendekatan Yuridis Normatif dilengkapi Yuridis Sosiologis.

Pendekatan Yuridis Normatif dimaksudkan untuk menelaah
secara mendalam terhadap data sekunder yang bersifat publik, yaitu yang
berkaitan dengan aéas—asas hukum, peraturan perundang-undangan, data
yémg dipublikasikan, misal'nya yurisprudensi Mahkamah AgunAgr serta
pendapat para ahli yang menyangkut masalah-masalah grosse akta
pengak'uan butang. Sedangkan pendekatan Yuridis Sosiologis atau
pendekatan secara empiris dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana
keberadaan grosse akta pengakuan hutang dengan adanya Undang-

Undang Hak Tanggungan.

. Tempat Penelitian

.. " Tempat penelitian diadakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

' Semarang. Penulis | menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah
penelitian karena Sémarang adalah sebagai salah satu pusat kegiatan bisnis
di Jawa Tengah. Dengan kedudukan sebagai pusat kegiatan bisnis itulah
maka otomatis di dalamnyal terdapat banyak sekali kegiatan perkreditan
yaﬁg‘dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis dan dalam kegiatan perkreditan

“tersebut kasus-kasus yang mcnyangkut masalah pembuatan dan eksekusi
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grosse akta pengakuan serta pengikétan-pengi‘katan jaminan kredit banyak

terjadi.

. Jenis Penelitian
Data Primer dan data Sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan
- melalui studi kepustakaaﬁ dan survei lapangan. o |
I. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen
yang ada (kajian dikumen), yang bertujuan untuk memperoleh data
sekunder yang terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :
1). Nonné dasar Pancasila
2). Peraturan dasar, batang tubuh, UUD °45, Ketentuan-ketentuan
MPR.
3). Peraturan Pérundang—undangan.
a). HIR "
b). Rbg
c).-KUH Perdata
d). UUPA
e). Peraturan Jabatan Notaris

f). Sema, Fatwa MA.
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4). Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, mise.llny-a:' Hukum
Adat. | |

5). Yurisprudensi yang berkai'tanl .dengan grdsse akta pengakuan |
hutang.

6). Traktat

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer tadi dan dapat membantu menganalisis

&an mefnahami bahan hukurh primer, adalah :

1). Literatur-literatur yang berkaitan dengan grosse akte pengakunan
hutang dan hak tanggungan serta peraturan-peraturan /
perundang-undangan.

2). Hasil karya ilmiah para sarjana

3). Hasil-hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

misalnyé: | | o

Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

2. Studi Lapangan

Sesuai dengan judul thesis ini maka wilayah penelitian lapangan

adalah wilayah kerja Pengadilan Negeri Semarang. Dar penelitian
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lapangan diperolleh .data primer dari responden. Data priumer ini
merupakan_ pengal@m atau peﬁdapat dari para responden tentang
segala sesuafu yang berhubungén dengan eksekusi grosse akta
pengakuan hutang dengan berlakunya Undang-Undang Hak
Tanggungan. | |
Studi lapangan dilakukan dengan cara :
a, Populasir |
Sebelum sampai pada penentuan responden, terlébih
dahulu ditentukan populasinya. _Populasi adalah s;ejunﬂah
manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik
yang sama”>. Dengan mendasarkan pada pehgertian | populasi
diatas, maka populasi dalam pepelitian ini adalah semua pihak

yang terlibat dalam pembuatan dan pengeluaran grosse akta

péngékuan hutang maupun eksekusi grosse akta pengakuan :

 hutang dengan berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, termasuk
juga i)ara.ahli yang dapat dijadikan sebagai nara sumber yang
dianggai; mampu memberikan pandangan mengenai grosse aktg
pengakuan hutang dan pelaksanz}an eksekusi berkenaan dengan

berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan.

2 Sperjono Sockanta, Pcngantar Penelitian Hukum, h. 172
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Teknik Sampling

Schubungan dengan besar dan luasnya populasi, maka
dalam penelitian akan diambil sebagian saja unﬁﬂc diteliti sebagai
sampel dengan menggunakan I_ﬁetode induksi. |

Metode induksi adalah suatu metode; yang merupakan
jalan tengah antara cara meneliti dengan hanya satu bukti saja
dan cara meneliti semua bukti-bukti yang ada. Uniuk itu
ditentukan. wilayah penelitian dengan  menggunakan teknik
purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan, yaitu
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang, |

Dengan dasar tersebut, maka sampel dalam penelitian ini
adalah : pthak Bank, Notaris dan PPAT, Hakim PN Semaraﬁg
dan Debitur, Advocaat/Pengacara. Dari hasil prasurvai, diperdleh
data bahwa di Semérziﬁgu"tefc.léipat 44 Bank. Dari 44 Bank tadi
diambil 15 (limabelas) sebagai sampel. 15 (lima belas) bank tadi
terdiri dari 6 (emam) Bank Pemerintah, 6 (enam) Bank
Pemerintah Daerah dan 4 (empat) Bank Swasta.

6 (enam) Bank Pemerintah vaitu :

P.T. BANK BUMI DAYA (Persero)

P.T. BANG NEGARA INDONESIA (Tbk)
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P.T. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Semarang
Patimura. |
P.T. BANK RAKYAT INDONESIA Unit Jrakah
“P.T. BANK DAGANG NEGARA Cabang Semarang Pemuda
P.T. BANK EXPORT IMPORT Cabang Pembantu Pahlavwan.
| 5 (lima) Bank Pemerintah Daerah vaitu :

BANK PEMBANGUNAN DAERAH Cabang Utama Jawa -
Tengah. |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH Cabang Semarang
BANK PEMBANGUNAN DAERAH Cabang Pembantu Pasar
Johar.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH Cabang Pembantu
Simpang :ima Plaza.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH Caﬁang R¢mbapt;1 IAIN.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH Cabang Pembantu
UNISSULA.

4 (empat) Bank Swasta tersebut adalah :

P.T. BANK CENTRAL ASIAL Cabang Semarang Pemuda.
P.T. BANK BUANA INDONESIA cabang Semarang
P.T. BANK MASHILL UTAMA Cabang Semarang

- P.T. BANK UNIVERSAL Cabang Semarang
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1.
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|

Sedangkan Notaris dan merangkap..seba.gai: PPAT di
Semarang, berjumlaﬁ 40 (émpatpuluh) orang dan diambil 15
(li'mé{iielas) orang sebagai sampel, dan dari 12 (duabelas) Hakim
yang ada di PN ngarajng, diambil 5 (lima) orang sebagai
sampel, serta 8 (delapan) Hakim yang ada di Demak, diambil 3
(tiga) sebagai sampel, sedangkan dari 11 (sebelas) Kantor
Advokat di Semarang, diambil 4 (empat) kantor sebagai sampel.

Penentuan fesponden/subyek penelitian dilakukan dengan
cara Purposive Sampling. Dalam purposive sampling pemilihan
sekelompok subyek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat
tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-

ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketabui sebelumnya.

Jenis Data -
Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jem'é data, yaitu:
a. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya.

Misalnya : - Pembuat grosse akta pengakuan hutang yaitu

Notaris.
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|

- Pelaksana Eksekusi grosse akta pengaku.an hutang,
'. yaitu Badan Lelang Negara dan Pengadilan Negeri.
b. Data Seimnder |
Yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari smnbémya daﬁ data
dokumen yaﬁg ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti.
Misalnya : dari kepu;stakaan.. .
3.- Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dalam
penelitian im digunakan tekmik pengumpul data yang berlainan,
Teknik pengumpul dafa tersebut adalah sepertt yang diuraikan di
bawah ini.
a. Studi dokamen (studi kepustakaan)
Studi dokumen dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder.
Studi dokumen ini dilakukan terhadap bahan- hukum primer,
sekunder serta bahan hukum tertier ‘sepertt yang telah diuraikan di
atas.
~ b. Kuesioner
Kepada masing-masing responden diberikan kuesioner yang
berbeda satu sama lain, disesuaikan dengan ketérlibatannya dalam
pembuatan dan pte-lz;ksanaan ser-ta' eksekusiA grosse akta pengakuan

hutang..
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Di dalém setiap kuesioner dimuat daftar pertanyaan - untuk
ménguﬁgkap pemahaman terhadap grosse akta pengakuan hhtang,
akta pembérian hak tanggungan seﬁa pengalarr.laﬁ-praktek _mereka
yang bersangkut paut dengan akta-akta tersebut.. Pada daéamya,
kuesioner ‘diben'kan dalam bentuk yang. tertutup dalam  arti
responden hanya tinggal memilih jawaban yahg dimaksud dengan
memberi tanda pada jawaban yang sudah tersedia. Namun apabila
responden akan memberikan jawaBan yang‘ lam dari jawaban-
jawaban yang sudah disediakan, maka para r'elsponden tersebut
di‘beri kesempatan untuk memberikan jaWabannya _diluar dari
jawaban yang sudah tersedia..
¢. Wawancara
Selain dengan kuesionair, teknik pengumpul data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terarah
 (directive interview) serta wawancara yang difokuskan (focused
interview)  dengan mémpergunakan daftar  pertanyaan
(questionair).?g) Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan
pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir

pertanyaan tersebut diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih

% Ronny Hanitijo Socmitro, Mctodologi Penelitian Hukum dan J urimetri, h. 57-58.
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lanjut. beilgan demikian diharapkan akan diperoleh jawaban yang

lebih lengkap dan mendalam.
Wawaﬁcara dilakukan terﬁadap Ketua Pengadilan Negel.‘i,v Hakim
|  dan Panitera Penéadilan Negeri Semarang, para Notaris dan PPAT ,
para kreditur dalam hal ini pihak Perbankén yang dalam penagihan
piutang mengajukan penﬁohon@ eksekusi grosse akta Pengakuan
Hutang serta para Ad\}okad. Wawancara ini dimaksudkan untuk
memperoleh data teﬁtang pémahaman mereka terhadap grosse akta

Pengakuan Hutang.

. Langkah-langkah Penelitian
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi
tiga tahap yaitu:

1. Tahap persiapan

A

" Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, studi

awal tentang bahan kepustakaan tersebut, pra survei yang kemudian

dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian yang

dikonsultasikan dengan pembimbing yang dilanjutkan dengan seminar .

proposal. Selanjutnya dilakukan penyusunan kuesioner, daftar

pertanyaan untuk pedoman wawancara dan mengurus ijin penelitian,
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l2. ’_l“ah‘;:p pf‘elaksanaan.
Pehgkajian lebih Ianjut tenl:ang bahan kep'ustékaan baik yang
‘berupa 'bahe;n hukum primer,. sckunder maupun tertier adalah langkah
awal lpada ltahap _ ..pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan
penentuan fesponden dan pengumpulan data berdasarkan kuesioner
dan Wawanéaré déngan pedoman wawancara. Hal terakhir - yang
dilakukan pada .tahap ini adalah_ melakukan analisis data serta
memhicarékannya dengan pémbimbing.
3. Tahap penyelesaian
Tahap ini dilakukan dengan menyusun thesis yang kemudian
dikonsultasikan kepada pembimbing bab demi 1l;ab. Konsﬁltas_i
dilakukan secara kontinyu sehingga diperoleh banyak masukan dalam
penyusunan selanjutnya. |
G. Analisis Data |
Selanjutnya, data yang dlperoleh dalam penelitian ini baik daﬁ
penelitian Iapang'an. maupun peﬁeliﬁan ‘ke]‘pustakaan dianalisis secara
kualitatif, yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan ada
kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya
akan meﬁghasﬂkan suatu uraian yang bersifat diskriptif kualitatif, yaitu
dengan melukiskan kenyataan;kenyataan yang berlaku dan berkaitan

dengan aspek-aspek hukum dalam eksekusi.




BAB IV

- HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS AD‘ATA

A. Bentuk Perjanji'a_n }fa;g Dipilih oleh Bank sebagai Kreditur, dan
PT, Ccv (para debitur dari Bank yang bersangkutan) Untuk
Pengikatan Hutang N
Untuk mengetahui bentuk perjanjian yang dipilih oleh
Bank sebagai kréditu:r ‘bersama debiturnya masing-masing untuk
menuarigkﬁn pengikatan hutéing dilakukan penelitian mengenai:
1. Jumlah bank sebagai kreditur yang membuat _pengikatan hutang
dalam bentuk akta otentik, akta di bawah tangan dan lisan.
2. Pengetahuan bank sebagai kreditur tentang grosse akta pengakuan
hutang notariil yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
e Dalam suatu pengikatan hutang, pihak kreditur pada umumnya
i s mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pada debitur sehingga
.+ romiiiikehendak kreditur inilah yang paling menentukan dalam pcmilihan.
s oo "hentuk perjanjian untuk menuangkén pengikatan hutang yang mereka
| buat. | _—
Maksud dari penyajian data sebagaimana diuraikan dalam butir 1

adalah untuk mengetahui perbandingan jumlah bank sebagai l;reditur

103
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- yang membuat pengikatan hutang dalam bentuk akta otentik, akfa

- dibawah tangan dan-lisan.

Sebag'aimapa telah dijelaskan dalam Bab 1l di muka bahwa yang
disebut dengan grosse akta pengakuap hutang adalah turunan dari akta
notariil yang memenuhi syaraf bentuk dan isi dan dengan demikian
. memi)unyai i{ekuatan | eksékutorial. Dari rumusail tersebut dapat
diketahui bahwa untuk dapat dikeluarkannya suatu grosse akta
pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial, diperlukan
adanya akta notaris. |
1. Perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh bank

Pemberian hutang adalah merupakan suatu perjanjian riil.
Pefnben'an hutang ini merupakan -pelaksanaan dari suatﬁ
perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian, hutang pi_utémg yang
dibuat oleh bank sebagai kreditur: dengan ‘debiturnya masing-
masing. Jadi di sini ada dua hal yang saling berhubungan satu
sama lain, yaitu perjanjian hutang piutang dan pemberian hutang.

Perjanjian hﬁtang piutang menimbulkan perikatan antara
bénk sebagai kreditur dengan- pihak lain sebagai debitur.
Perikatan ini berisi kewajiban pihak bank sebagai kreditur untuk
memberikan hutangnya kepada debitur dan disisi lain debitur

berhak atas hutang tersebut. Mengingat bahwa perjanjian hutang
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piutang adalah suatu perjz'mjian riil, maka perjanjian ini baru
terjadi -apabilal pihak bank sebagai kreditur telah benar-benar
melaksanakan kewajibanﬁya sesﬁai dengan apa yang telah
mereka sépakati bersama. 'Selanjutnya, pemberian hutang dari
bank sebagai kreditur kepada debitur menimbulkan perikatan
(ianjutaﬁ) yang berisi kewajiban debitur untuk membayar
hutangnya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah.
dibuat. |
Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank sebagai kredltur
adalah suatu perjanjian yang mendasari adanya suatu grose alqa
pengakuan hutang. Perjanjian ini adalah merupakan perjanjian
pokok yang otomatis harus ada terlebih dahulu. Berdasarkan
hasil penelitian didapatkan data-data sebagai berikut : |
Dari 15 (lima belas) Bank selaku Kreditur sebagai sampel, maka
9 (sembilan) Bank (atau 60%)nya telah membuat perjanjian
kredit dalam bentuk akta dibawah tangan yang ‘dibuat dalam
bentuk formulir sebagai perjanjian standart oleh Bank yang
bersangkutan.
Yaitu: Bank Central Asia, Bank Dagang Negara, Bank Eﬁmi

Daya, bank Export Import, Bank Pembangunan Daerah -
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‘Cabz.mg Utama, Bank Pembangr;man Daerah Unisula,
Bank Negara Indonesia, Bank Pembangunan Daerah
Cabang Semarang di Semarang, Bank Mashill Utama.
Dan oleh 6 (enam) Bank (atau 40%nya) membuat Akta
Peijanjian Kredit dalam bentuk Notarill, Bank tersebut adalah :
Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Patimura,
| Bank Pembangunan Daerah Cabang Simpang Lima
Plaza, Bank Pembangunan Daerah Cabﬁng Pasar .Johar,
Bank Pembangunan Daerah JAIN, Bank Buana
" Indonesia di Semarang, dan Banj Universal.

. Jika perjanjian yang dibuat adélah Perpanjangan
Hutang, maka bentuk perjanjian yang dipilik oleh 12 (duabelasj
Bank (atau 80%) adalgh akta dibawah tangan, dan 3 (tiga) Bank
(atau 20%) adalah Akta Notariil.

Penuangan perjanjlan ;iiiiawah tangan akan dilakukan
oleh pihak Bank éﬁaﬁila | bank yang ‘bersangkutan telah
melakukan seleksi yang ketat terhadap (calon) debitur, sehingga
bank memiliki keyakinan yang kuat atas terbayarnya kembali
kredit yang telah diberikannya.

Seleksi terhadap calon debitur dilakukan oleh seiuﬁh

bank (100%) berdasarkan penilaiannya terhadap:
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a. Watak debitur, terutama didasarkan pada hubungan yang
telah dijalin antara bank dengan debitur yang bersangkutan
atau didasarkan pada informasi yang diperoleh dari pihak

~lain  yang dapat dipercaya sehingga bank . dapat
menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik
dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

b. Kemampuan debitur. Dalam hal ini bank harus meneliti
tentang keahlian debitur dalam bidang usahanya atau
kemampuan manajemen debitur sehingga bank merasa yakin
bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut
dikelola oleh orang-orang yang tepat. |

c. Modal. Bank terutama harus melakukan analisis terhadap
posisi keuangan secara keseluruhan baik untuk masa lalu
maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui
kemampuan permodalan debitur dalam  menunjang
pembiayaan proyek atau wsaha debitur yang bersangkutan.

d. Jaminan. Dalam hal ini bank menilai barang, proyek atau hak
tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan
barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang dijadikan
jaminan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga
apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya, jaminan
tersebut dapat dipergunakan untuk menanggung pembayaran
kembali kredit bank yang bersangkutan.

e. Prospek usaha debitur. Bank terutama harus melakukan
analisis mengenai keadaan pasar di dalam maupun di luar
negeri baik untuk masa yang telah lalu maupun masa yang
akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran
hasil proyek atau usaha debitur yang dibiayai dengan kredit
bank vang bersangkutan.””

Walaupun perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk yang

bebas, baik lisan maupun tertulis, namun bagi kalangan dunia

") Agus Sudrajad, Aspck-agpck Hukum Dalam Usaha Bank. Simposium Nasional Perbankan,
Kerjasama Fakultas Hukum UNS dengan Bank Indoncsia 1993, Hal. 7.
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P
usaha terutama bank dalam hubﬁngannya dengan perjanjian
kredit, maka perjan_jiah kredit selalu dituangkan dalam bentuk

yang tertulis. Praktek yang demikian ini sesuai dengan Instruksi

Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/1996 yang dengan tegas

menyatakan bahwa Bank wajib menggunakan Akad Perjanjian

Kredit yang otomatis harus dituangkan dalam bentuk yang
tertulis.*® Adanya ketentuan ini dapat dimaklumi karenﬁ bagi
dunia ‘perbankan, perjanjian yang dibuat secara lisan akan
menggaﬁggu tertib administrasi bénk yang bersangkutan dan
akan menimbulkan risiko yang'sangat besar. Terutama dalam hal
apabila debitur ingkar janji, karena bank akan mengalami
kesulitan untuk membuktikan keberadaan perjanjian yang telail

dibuat secara lisan tersebut.

 Pembuatan Perjanjian Kredit

Seperti telah diuraikan diatas bahwa ada 9 Bank bank
yang menggunakan akta otentik untuk pengikatan kreditnya serta
ada 6 (enam) bank pula yang menggunakan akta di bawah tangan

dalam menuangkan pengikatan kredit dengan pihak debitur.

30

) Mochammad Dja’is, Pelaksanaan Eksckusi Grosse Surat Hutang Notariil (Studi di Propinsi

Dacrah Tingkat I Jawa Tengah), Kertas Kerja. 1n 101-102,
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_ Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta dibawah

tangan terjadi - dan dilakukan pada beberapa Bank. Apabila
melihat formulir yang sudah dibuat, tampaknya—tidak ada pilihan |

" lain bagi debitur kecuali hanya membubuhkan tanda-tangannya

sebagar ujud dari'persctujuannya (kata sepakat).-Débitur tidak

dapat lagi melakukan tawar-menawar sehingga harus menerima:

syarat yang diajukan kreditur walaupun sebenarnya ada beberapa
syarat yang dirasakan agak memberatkan pihak debitur. Syarat-
syarat yang diajukan Qleh kre_ditur biasanya meliputi:
a. plafon kredit yang dapat diambil;
b. cara pembayaran/angsuran;
¢. besarnya bunga;-
d. pemberian kuasa mutlak pada kreditur/bank;
e. pembayaran denda dan adrninist;_asi. _
Perjanjian kredit yang <te.1‘ah ditanda-tangani oleh para

pihak ini kemudian akan dimintakan legalisasi kepada pejabat

- yang berwenang, dalam hal ini, biasanya dimintakan legalisasi

kepada notaris.
Dari perjanjian kredit bank ini kemudian ditkuti dengan

Pengakuan Hutang oleh debitur yang biasanya dibuat dalam
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bentuk akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh debitur bank

dalam hal ini berupa:

a. Akta Pengakuan Hutang, dibuat oieh debitur dari enam
bank (40%). |

b. Akta Pengakuan Hutaﬁg dengan Jaminan, Kuasa
Membebankén Hak Tanggungan dan kuasa menjual, dibuat
oleh debitur dari tiga bank (20 %).

c. Aktal Pengakuan Hutang dengan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan dan kuasa menjual dibuat
oleh debitur dari enam bank (40%).

Dari data diatas dapat diketahui bahwa semua bank telah
minta kepada debiturnya untuk membuat pengakuan hutang.
Hanya isi/materi dari akta Pengakuan Hutang tersebut berbeda.

Dalam Bab II telah diuraikan bahwa péngakuan hutang
' merupakan “perjanjian lanjutan” dari perjanjian hutang piutang.
Agar suatu sengketa tentang pengikatan hutang dapat
diselesaikan tanpa melalui gugatan, maka pengakuan hutang 1m
harus dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dari akta
pengakuan hutang ini dapat dibuat grossenya atas permintaan
kreditur. Grosse akta Pengakuan Hutang inilah yang dapat

dieksekusi menurut ketentuan yang berlaku.



Bagi Ekal"angan bank, pembuatan pengaklian hutang
‘dilékukan sebelum pemberian hlitaﬁg. Jumlah uvang yang diakui
dipinjam oleh debitur adalah sesuai dengaﬁ Jjumlah hutang
| sebagaimana tercantum dalam perjanjian kreditnya.
Penglikatan Jamiﬁan- o
Dari data yang diperoleh dari 15 (limabelas) bank yang
menjadi subyek penelitian, dapat diketahui bahwa hampir 80 %
dari kredit yang disalurkan adalah merupakan kredit dengan
jaminan, Sisanya sebesar 20 % merupakan kredit yang diberikan
kepada pegawéi negen serta pengusaha kecil yang tidak disertai
.dengan jamman. Dilihat dari benda jaminannya, yang terbanyak
adalah Hipotik/Hak Tanggungan atas tanah beserta bangunannya
yaitu sebesar 60% dan hipotik/Hak Tanggungan atas tanah saja
sebesar 20%. Sedangkan jaminan lain yang befui)a BPKB,
kendaraén bermotor adalah sebesar 20 %. Saat ini, hipotik/Hak
Tanggungan atas rumah susun di Kotamadya Semarang sudah
pernah ada yaitu untuk Ruko di Gajahmada Plaza sedangkan
yang lain belum pernah ada sebab sampai dengan saat ini di
Kotamadya Semarang belum pernah dikeluarkan lagi sertipikat
untuk rumah susun sesuai dengan Undang-undang Nomor

= 16/1985 tentang rumah susun.
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Dari data diatas .dapat diketahui bahwa benda jaminaﬁ
dapat terdiri dari benda Bergerzlk dan tidak bergerék, namunr yang
| paling banyak dijadikan jaﬁ:inan hutang adalah tanah beserta
bangunan dén scgala sesuatu yang berdiri diatasnya. Hal ini
terjads karena. nilai jual tanah yan;g,r sudah ada bangunén
diatasnya adalah tinggi séhingga dapat memperoleh plafon kredit
yang tinggi pul'a.' Sedangkan dari plhak perbankanpun lebih
menyukai tanah beserta bangunannya menjadi jaminan kredit
karena mudah dijual pada saat eksekusi apabila ternyata kredit
yang bersangkutan macet.

Untuk hutang yang mempergunakan tanah sebagai benda
jamjnannya, maka peramrén yang dipergunakan saat ini adalah
Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tangglmgan.

Pada prinsipnya, Hak Tanggungan adal_e}h merupakan hak
jaminan atas tanah untuk ‘pelunasan! hutang tertentu yang
memberikan suatu keduciukan yang kuat dan utama kepada
kreditur terhadap kreditur lainnya. Bahkan disebutkan juga
bahwa Hak Tanggungan memberikan hak utama _bagi

- 31
penerimanya.”’

31y Ignatius Ridwan Widyadarma, op.cit. . 13.
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.Pemberian‘ Hak Tanggungan biasanya. didahului dengan
janji untuk mem-beﬁkan Ha.l{ Tanggungan. sebagai Jaminan
pelunasan hutang | tertentu. yang | biasaﬁya_ dituangkan dan
merupakan Eagi@ yang tak terpisahkan dari perjanjian hutang
piutang atau suatu perjanjian yang menimbulkan hutang tersebut
(Pasal 10 ayat 1 UUHT).: Sedal.lgkanl pemberian Hak
Tanggungan tersebut di atas dilakukan dengan Akta Pemberian
Hak Tanggungan yang wajib dibuat oleh daﬁdihadapan PPAT
(Pasal 10 ayat (2) UUHT). -

Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak
Tanggungan wajib hadir dihadapan PPAT. Pemberian Hak
Tanggungan ini dapat dilakukan  dengan lmgsmé
mempergunakan APHT apabila para pihak dapat hadw dan
menandatangani APHT. Namun apabila pihak debitur atau pihak |
pemberi Hak Tanggungan tidak dﬁpat hadir, maka debitx_;r wajibl
untuk memberikan kuasa kepada pihak kreditur yang dituangkan
dalam suata Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungax_l,";
disingkat dengan SKMHT, yang berbentuk akta otentik. |
VPembuatan SKMHT selain kepada notaris, ditugaskan juga
kepada. PPAT. Pada saat pe‘mbuatan SKMHT. dan Akta -

Pemberian Hak Tanggungan. harus sudah ada keyakinan pada
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notaris atau PPAT yang bersa:ngkutan, bahwa ‘pemberi  Hak
Tanggungan mempdnyai kewenangan untuk melakukén
pérbuatan hukum terthadap obyek Hak Ténggungan yang
dibébankan, walaﬁpqn kepastian mengenai  dimilikinya
keﬁenanga,n tersebut  baru dipersyaratkan pada wakiy
pendaftaran Hak Tangguﬁgan di Kantor Pertanahan,

| Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh bank (15
bank atau 100%) dalam kedudukannya sebagai kreditur dalém
hal pemberian kredit selalu diikuti dengan permintaan dengan
pengadaan benda atau orang unﬁlk menjamin kepastian
pelunasan piutang. Dalam hal benda tersebut berupa hak atas
tanah, maka pihak bank selalu  minta agaf pihak debitur untuk
membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atau
APHT. Berbeda dengan ketentuan tentang hipotek yang dapat
berlaku selarné—lamany’ac~sela1na kreditnya belum lunas,
pembuatan Surat Kuasa Membebankau. Hak Tanggungan
(SKMHT) harus diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah
diberﬂ«:an untuk tanah yang sudah bersertifikat dan 3 (tiga) bulgn
untuk tanah yang beium bersertiﬁkat- kécuali untuk kredit-kredit

menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
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Peﬁaﬁahan Nasional Nomor 4 tahun 1996. Menurut Pasal 2

Peraturan Menteri Agraria ndmor 4 tahun 1996 SKMHT'yang

diberikan untuk fne‘njamin:

a) Kredit Produktif vang termasuk Kredit | Usaha Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993
yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat dengan plafon kredit Rp. 50.000.000,- (limapuluh

~ juta rupiah) ke atas sampai dengan Rp. 250.000.000,-

b)

(duaratus limapuluh juta rupiah).

Kredit Pemilikan Rumah yang termasuk dalam golongan
Kredit Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Sura.t
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/Dir
tanggal 2 Mei 1993 yang tidak termasuk jenis kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, yaitu kredit
yang diberikan untuk pemilikan rumah toko (rukd) oleh
usaha kecil dengan luas tanah maksimum 200 meter persegt
dan luas bangunan rumah dan toko térsebut mas.ing-masing
tidak lebih dari 70 meter persegi dengan plafond tidak
melebihi Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta

rupiah), yang dijamin dengan hak atas tanah yang dibiayai

. ova,
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péngﬁdaahnya dengan l;redit. tersebut. - K‘redit. untuk
Perusahaan Inti dalam ra—ngka‘KKPA PIRTRANS atau PIR
“lainnya yang dijamin dengan hak atas ‘tar‘lah yang
pengadaannya dibiayai dengan kredit tersebut;
c) Kredit Pembebasan Tanah dan Kredit Konstruksi yang
| diberikan kepada pengembang dalam rangka Kredit Pemilikan
Rumah yang termasuk dalam Pasal 1 angka 2' dan Pasal 2
éngka 2 yang dijamin dcnganl Hak Atas Tanahlyang
' pengadaan- dan pengembangannya dibiayai dengan kredit
tersebut, maka SKMHT berlaku sampai 3 (ﬁga) bulan sejak
djkeluarkannya sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi

obyek Hak Tanggungan.

.. Pengetahuan: Bank, Notaris serta Debitur tentang Grosse Akta
Pengakuan Hutang yang Mempunyai Kekuatan Eksekutorial
Berikut ini .akan | disajikan data hasil penelitian tentang
pengetahuan dari Bank, notaris serta debitur tentang Grosse Akta
Pengakuan .Hutang yang mempunyar kekuatan eksekutorial serta
~ pemahaman mereka terhadap pendapat Mahkamah Agung mengenai

syarat agar suatu grosse akta Pengakuan Hutang mempunyai
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kekuatan eksekut’drial. Syarat-syarat tersebut séperti yang telah
diuraikan dalam Bab II. | |

Istilah “pengetahuan™ disini digunakaﬁ dalam arti Bank, notaris
ataupun debitur mengetélhui bahwa su‘atu‘ G*msée Akta Pengakuan
Hﬁfang mempunyai k’ekuatz‘in ‘eksekutorial._ Sedangkan yang
dimaksud dengan istilah “pemahaman” adalah bahwa Bank, para
notaris dan &ebitur mengerti bahwa untuk mempﬁnyai kekuatan
eksékutorial, suatu grosse akta pengakuan_ hutang harus memenuhi
Syarat sebagaimana ditentukan dalam péndap’at Mahkamah Agung,.

Dalam suatu perjanjian hutang pivtang bila para pihak (dalam
hal ini Bank dan para debitumﬁa) menghendéki penyelesaian tanpa
melalui suatu gugatan dalam pengadilan, maka mereka adalah
merupakan i)ihak yang paling berkepentingan atas adanya grossé akta
pengakuan hutang yang  mempunyai kekuatan eksekutorial.
Sedangkan notaris adalah merupakan pejabat yang berwenang
membuat grosse akta pengakuan hutang d%m mengelnarkan
grossenya, bengm demikian perﬁahaman mereka atas pendapat
Mahkamah Agung mengenai syarat agar suatu grosse akta pengakuan
huta_ng mempunyai kekuatan eksekutorial, adalah merupaka.n salah
satu faktor penéntu terhadap kelancaran penyelesaian masaléh

hutang-piutang tanpa melalui gugatan berdasarkan pasal 224 HIR.
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Dari data yang didapat tidak ada satu débirur-pm (0%) |
llnel’lgetahui bahwa suatu groése akta Pengakuan Hutang mempuﬁyai
keku’atan eksekutorial. Béhkan merekﬁ tidak mengetahui apa ‘yéng
disebut dengan kekuatan éksekutorial .

1. Pengetahuan'Bank Tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang
yang Merhpunyai Kekuatan Eksekutorial
’Sejumlah Tima belas bank, (100%) .menyatakan bahwa
suate grosse akta notaris dapat dimintakan eksekusi. Pernyataan -
tersebut menunjukkan bahwa lima bank tersebut mengetahui
adanya kekuatan eksekutorial dari suatu grosse akta. |
Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, suatu grosse
akta pengakuan hutahg mengandung kekuatan eksekutorial
apabila grosse tersebut memenuhi syarat-syarat seperti tersebut
" i bawah ini.
4. Grosse tersebut adalah Grosse Akta Pengakuan Hutaﬁgﬁ
'b. Berisi pengakuan hutang dengan kewajiban untuk
rﬂembayar/melunaskan suatu jumlah uang tertentu,
¢. Tidak dapatl ditambah dengan persyaratan-persyaratan laim,

terlebih lagi jika persyaratan tersebut berbentuk perjanjian,
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d. Méngand[mg .sifét eksepsional terhadap asas bahwa
seseorang hanya dapat -menyelesaikan sengketa melalui
' guga'tan. ' |

Sembilan (9) dari limabelas (15) bank yang dijadikan
sampling, dalam memberikén hutang ‘selallu ‘minta kepada
debiturnya ﬁntuk menan.datanganj akta Pengakuan Hutang yang
telah dibuat oleh bank yang bersangkutan. Jumlah hutang yang
diakui .ol‘eh debitur adalah sama jumlahnya dengan jumlah
hutang dalam perjanjian hutang-piutangnya. Kemudian dari akta
notaris tersebut, bank minta dikeluarkan grossenya.

Melihat kenyataan diatas, berarti bahwa sembilan bank
diatas sudah memenuhi syarat pertama, namun tidak memenuilj
éyarat yang kedua yaitu tentang jumlah hutang. Sebab pada
kenyata@yé sering ada penﬁmpmgm, yaitu: jumlah hutang
yang dicantumkan dal‘_a_m-. perjanjian hutang piutang tidak sama
dengan jumlah hutang debitur yang sesungguhnya. Dalam
, kenYataannya, hutang diberikan secara bertahap, sesuai dengan
kebutuhan debitur tidak diberikan secara sekaligus sépeﬁi surat
aksep. Jika sebelum seluruh hutang diterima tetapi oleh pihak
bank debitur yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi

kewajibannya dengan baik dan pihak bank tidak melanjutkan




~ pemberian hmaﬁg kepada debitur, maka jumlah hutang yang .

tercantum dalam pengakuan hutang adalah lebib besar daripada

Jumiah hutang debitur sesungguhnya. Hal yang demikian ini

men‘uniukkén‘ bahwa sembilan (9) Dbank tersebut kurang _

memahann syarat—sya.t at (Lhususnya syarat kedua) a;_.,ar grosse

akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutonal _

- sebagaimana ditentukan oleh Mahmakah Agung.
Dalam hal pemberian hutang tanpa jaminan, maka
pengakuan hutang yang dibuat oleh sembilan (9) bank tersebut

adalah berupa pengakuan hutang saja. Sedangkan dalam

pemberian hutang dengan jaminan, maka pengakuan hutang yang

diBuat adalah akta pengakuan hutang dengan jaminan, Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan. Hal ini menunjukkan bahwa
bank-bank tersebut juga kurang memahami syarat ke tiga dari
'syarét—syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung |
Sedangkan syarat ke-empat yan;g menyebutkan bahwa

grosse akta pengakuan hutang tersebut mengandung sifat

cksepsional terhadap asas bahwa sescorang hanya dapat

menyelesaikan sengketa melalui gupatan, kiranya syarat tersebut

tidak dilanggar oleh sembilan (9) bank diatas.
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|
Dengan tidak dipenuhinya salah satﬁ Syarat yaﬂg éudah
ditetapkan lo!eh ‘Mahkamah Agung, maka apabila debitur
wanprestasi dan pihak bank mengajﬁkan permohonan kepada
Ketua Pengadﬂan Negeri untuk menjalanl\an eksekum biasanya
akan ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri dengan. alasan tldak
sesuai dengan syarat-syarat yang‘ ditetapkan oleh Mahkamah
Agung, |
Tetapi dari hasil penelitian penulis di lapangan yaitu hasil
wawancara dengan Pengadﬂan Negeri d1 Semarang dan di
Demak, .terdapat perbedaan persepsi tentang Fatwa Mahkamah
Agung nomor 123/229/85/II/Um—Tu/PDt tanggal 16 April 1985,
yaitu : Di Pengadilan Negen Semarang Grosse Akta Pengakuan
- Hutang yang dapat di executie seperti keputusan hakim yang
sudah berkekuatan tetap adalah Pengakuan Hutang yang isinya
sesuai d'érigan Fatwa Mahkamah Agung tersebut diatas, dan
pedoman -Mahk‘amah Agung tentang Grosse Akta Pengakﬁém
Hutang yang dikeluarkan pa&a bulan April 1994 : 138-141.
(Contoh Lampiran I). | |

Dari 10 Tahun terakhir sampai dengan Pene]itigm ini dilakukan
ada 415 Pemohon executie Grosse Akta Pengakuan Hﬁtang yang

tidak sesuai dengan fatwa Mahkamah Agung tanggal 16 April




2.

1985 diatas, atau sebesar £ 5%, (atau 95 % yang scsuai dengan

Fatwa).
Sedangkan di Pengadilan Neger1 Demak 10 -tahun terakhir hanya

ada + 120 pemohon executie Grosse Akta Pengakuan Hutang,

dari 120 ~pemohon tersebut, yang sesuai deﬂgan Fatwa

Mahkamah Agung sebanyak 40 pemohon (33%) dan yang
sebelilinya + 80 (67%) tidak sesuat. |
(Contoh Lampiran III).

Jadi dapat ditarik késimpulan bahwa Persepsi para Hakim

-tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang sesuai dengan Fatwa

Mahkamah Agung tidak sama (masih simpang siur).
Pengetahuan Notaris Tentang Grosse Akta Pengakuan

Hutang yang Mempunyai Kekuatan Eksekutorial

Pengeluaran grosse akta oleh lima belas oréng notaris
berasal dari perjanjian hutang piutﬁng dengan jaminan atau tanpa
jaminan. -

Dalam hal grosse akta yang dikeluarkan berasal dam
perjanjian hutang piutang dengan jaminan, maka akta otentiknya

adalah berupa:

a. Pengakuan hutang, dibuat oleh sembilan orang notaris {60
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b. Pengakuan Hutang dengém jaminan dan kuasa untuk menjual,
atau pengakuan hutang dengan penyerahan hak milik secara |
kepercayaan, dibuat oleh ﬁga‘ orang notaris (20%)

C. V-Pengakuan hutaﬁg de.ngan‘ jaminan, SKMHT dan Kuasa
Untuk Menjual dibuat oleh tiga orang niotaris (20%)

Sedangkan dalam hal grosse akta yang dikeluarkan
berasal darn pexjanjian hutang-piutang tanpa jamihan, maka akta
otentiknya berupa:

a. Pengakuan hutang, dibuat oleh duabelas (12) orang notaris
(80%)

b. Pengakuén hutang dengan kuasa untuk menjual dibuat oleh
tiga or.ang notaris (20%)

| Dar data diatas,‘ maka dapat dilihat bal}wa sebagian besar
notaris hanya meﬁgeluarkan akta ﬁengakuan hutang. géja balk
untuk kredit dengan jaminan maupun kredit taﬁp;i _]amman

Mengingat yang dikeluarkan oleh sebagian besar notaris selalu

berupa grosse akta pengakuan hutang, maka praktek demikian ini

menunjukkan bahwa ‘notan's- yang berSangkutaﬂ mengetahui
bahwa grosse akta Pengakuan Hutang mempunyai kekuatan -

cksekutorial. Pembuatan akta pengakuan hutang yang kemudian



dikeluarkan gl-'.oss:e'nya menun_iukkaﬁ bah\’;ra dalam pembuatan
akta ini notaris yang. bersangkutan telah memenuvhi syarat
pertama bagi adanya kekuatan ekéekutoﬁal pada grosse akta
pc‘anéakuan hutang.

Selanjutnya, notaxi;—notaris ‘tersebut Juga 'menyatakan
bahwa juﬁﬂah hutang yang dicantumkan dalam grosse akta
‘pengakuan hutang adalah .pasﬁ, dengaﬁ demikian mereka
memahamj isi dari persyaratan kedua yaﬁg ditentukan oléh
Mahka-mah Agung,

Mengenai syarat ketiga dan keempat tidak dilanggar oleh
para notaris tersebut diatas, karena dalam akta pengakuaﬁ hutang
yang mereka buat hanyal dimuat pengakuan hutang murni tanpa
ditambah dengan perjanjian lain, serta pembuatan pengakuan
hutang tersebut berasal dari perjanjian hutang piutang uang.

- C. Tindakan Bank Terhadap Debitur yang Tidak Memenuhi
Kewajibannya

Dalam suatu perjanjian hutang piutang tanpa jaminan, jika
| debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah mereka

perjanjikan sebelumnya, maka tindakan yang diémbil oleh lima bank

adalah seperti tersebut di bawah ini.
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1. S_ebanyak enam bank (40%) meﬁyatakan xﬁemberi :teg;ruran kepada
debitur. o |

2. Sebanyak enam -b‘ankr (40%) mencari penyeﬁab debitur tidak
memenuhi kéwajibanﬁya,_ d.ilanjutkanldengarll bimbingan usaha,
restrukturisasi fésilités kredit dan teguran.

3. Sebanyak tiga (20%) .bank ményatakan mencari penyebab debitur
tidak memenuhi kewlajil‘)annya,‘ diteruskan dengan tindakan
pemberian tambahan hutahg, memberikan bimbingan usaha serta
restrukturisasi fasilitas kredit dan tegurari.

Dari tindakan awal yang diambil oleh bank dalam hal debitur
tidak memenuhi kewajibannya, dapat diketahui bahwa dari lima belas
bank sebagai‘kreditur, sebagian besar bank atau sembilan bank (60%)
menyatakan mencari hal-hal yang menjadi sebab debitur .tidak
memenuhi kewajibannya tersebut. Hasil dari tindakan ini kemudian
dipergunakan sebagai dasar tindakan dari bank selanjutnya yang tentu
saja dipandang paling tepat.

Setelah pengambilan langkah awal tersebut, kemungkinan yang
terjadi adalah bahwa debitur masih tidak memenuhi kewajibannya

sehingga oleh bank dinilar sebagai kredit macet.
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Katagori kredit yang dipergunakan‘ dalam lingkungan perbankan
berdasarkan SE Bank Indonesia nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei
'1993 dibagi dalam empat katagori, yaitu

1. | kredit lancar;

2. kredit kurang lancar;

3. kredit diragukan;
4. kredit macet.*”

Ditinjan dari KUHPerdata, maka yang djmaksud dengan
“mécet” adalah tidak memenuhi kewajiban dalam spatu perjanjian,

yang dalam hal ini perjanjian kredit. Untuk perjanjian timbal balik,

. maka hak kreditur terhadap debitur adalah menuntut agar pinjaman ity
.i» dikembalikan - dengan seluruh persyaratan yang terdapat dalam

pmjanjiail' kredit yang .bersangkutan (pasal 1243 KUHPerdata dan

-

seterustiya).

. Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Dalam wahu 10 tahun yaitu antara tahun 1986 sampai dengan -
tahun 1996, di Pengadilan Negeri Scmarang telah diajukan

permohonan eksekusi grosse akta Pengakuan Hutang sebanyak 415

3:‘-.)

Prof. Dr Mariam Darus Badrulzaman, Kredit Macct Dalam Kerangka Sistem Hukum di

Indonesia, h. 90
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permohonan. Namun dilihat dari segi jumlah, permohonan eksekusi

berdasarkan grosse akta ini tidak mengalami penurunan atau

peningkatan yéng teratur. Pada tahun 1986 terdapat 60 permohonan

cksekusi, sedangkan tahun 1987 hanya terdapat 28 permohonan_
eksekusi grosse akta seftipikat hipotek. Berturu-turat tahﬁn‘ 1988
terdapat 12 permohonan, tahun 1989 diajukan 21 permohonan dan
tahun 1990 diajukan 15 permohonan eksekusi grosse akta. Dalam
kurun wakfu antara tahun 1991-1993 terdapat peningkatan tajam
- dalam hal kuantitas permohonan | eksekusi di Pengadilan Neger
Semarang yaitu 129 .permohbnan dan antara tahun 1994 sampai
dengan tahun 1996 sebesar 150 permohonan.

Dari jumlah permohonan 415 ekseicusi grosse akta dengan bend;
jaminan, terdapat beberapa isi_permohonan. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan, bleranekq,, ragamnya judul permohonan tersebut
disebabkan oleh karena kurangnya pemahaman terhadap pasal 224
HIR dan banyaknya pendapat para ahli mengenai dokumen apa saja
yang dapat dieksekusi ‘berdasarkan pasal 224 HIR tenﬁasuk di
dalamnya dokumen-dokumen apa saja yang harus disertakan apabila
hendak mengajukan permohonan eksekusi dengan grosse akta Hipotik,
Sertipikat Hipotik, Sertipikat Hak Tanggunga’n' ﬁmupun grosse akta

pengakuan hutang.
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Seperti telah diketahui bahwa Undang-undang nomor 4 tahun

- 1996 tentang Hak Tanggungan baru diundangkan pada tanggal 9 April

1996, maka kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang fenta_ng
permohonan eksekusi masih sangat sedikit. Hal mi ‘daﬁat dimaklomi
mengingat para praktisi bisnis seperti misalnya para pengusé_ha-

ataupun pihak bank belum mengetahui benar apa dan bagaimana isi .

| dari UUHT serta bagaimana pula pelaksanaannya tertutama yang

menyangkut eksekusi Hak Tanggungan.
Pada prinsipnya, snatu grosse sertifikat Hak Tanggungan yang
akan dimintakan eksekusi selalu disertai dengan:
1. Dokumen sertifikat Hak Tanggungan yang terdiri dari
a. Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan;

b. APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)

w2, Dokumen perjanjian kredit sebagai dokumen pokok, atau grosse

Litorsy wen
ERR S

akta pengakuan hutang yang terdiri dari2 (dua) dokumen yaitu
perjanjian kredit sebagai dokumen pokok dan pengakuan hutang
yang sifatnya sepihak.

Dari aspek pembuatannya, terdapat perbedaan yang prinsipil yaitu

‘bahwa grosse sertifikat Hak Tanggungan dikeluarkan oleh Badan

Pertanahan Nasional, sedangkan grosse akta pengakuan hutang

“dikeluarkan oleh notaris. Secara lebih terinci, perbedaan pokok antara
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grosse sertifikat Hak .Tanggungan‘ dengaﬁ g#:oése akta pengakuan
hutang adalah sebagai berikut:
I padé drok.umen yang mengiringinya
Pada grosse ékta pe.ngakuan- hutahg, dokumen‘.yahg mengiringi
sifat assesoimya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan

sertifikat Hak Tanggungén;

2.  perbedaan prosedural;

-pembuatan sertifikat Hak Tangguﬁgan mempunyat prosedi:r yang
rumit apabilla dibandingkan dengan pembuatan grosse akta
pengakuan hutang. Minuta Akta Pemberian Hak Tanggungan
harus didaftarkan pada kantor Pertanahan untuk memenuhi syarat
publisitas (yaﬁg merupakan syarat sahnya sudtu sertifikat Hak
Tanggungan) serta agar sertiﬁkaf tersebut mempunyai kekuatan
mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial, baru dalam
waktu tujuh hari setelah pendaftaran, BPN
Kotamadya/Kabupaten mengeluarkan Sertipikat ~ Hak
Tanggﬁngan. |

3. perbedaan dari sudut hak kebendaannya;
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Benda jamiﬁan yang diikat dengan Hak Tanggungan memiliki
sifat “droitlde sui.te"‘yéin‘l selalu mengikuti keménapun obyek
Hgk .Tanggungan tersebut berada, dengan demikian. hak tersebut
tetap ﬁlelckat | pada bendanya,- lwalaup'un. - sudah
dipindahtmgankan. ‘Sedangkan untuk benda jaminan pada grosse
akta pengakuan hutang, tidak mempunyai sifat seperti tersebut
diatas, dalam arti hak tersebut tldak terikat pada bendanya.
Dalam praktek, apabila debitur wﬁnpresfasi dan kreditur
mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan
Negeri, i)ennohonan tersebut sering ditolak karena grosse akta
Pengakuan Hutang yang digjukan dianggap tidak memenuhj
syarat-syarat yang telah ditetapkaﬁ oleh Mahkamah Agung.
Apabila terjadi hal yang demikian, maka pihak bank sering
ﬁlenggunakan jasa debt collector untuk menagih hutang debitur.
Pihak bank menggangap bahwa dengan menyewa debt collector
maka proses penagihan akan berhasil walaupun tidak jarang
dengan menggunakan kekerasan. .
Cara lain yang sering ditempuh bank dalam rangka
memperoleh kembali piutangnya dari debitur adalah dengan

mengajukan gugatan perdata melalui  Pengadilan Negeri'
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‘Semarang. Bank minta jasa kepada advokad untuk melakukan

gugatan tersebut.

Namun ada juga beberapa bank yang menggunakan cara
yang lebih halus yaitu dengan membuat perjanjian perdamaian
dengan pihak debiﬁxr (Dading) di hadapan notaris. Cara ini
ditempuﬁ oleh kreditur karena kreditur menganggap bahwa
debitur masih bisa diajak b_efkommﬁkasi dan debitur menyatakan
kesanggupannya untuk membayar hutang walaupun dengan
tenggang waktu yang akan ditentukan bersama antara debitur
dengan pihak bank.

1. Syarat Permohonan Eksekusi Berdasarkan Pasal 224
HIR
Pada prinsipnya, prakték pengadilan
mempergunakan dua cara dalam menjalankan isi putusan.
Pertama adalah dengan cara sukarela dan kedua adalah
dengan cara eksekusi. Eksekusi merupakan tindakan paksa
untuk ménja]anican putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dilaksanakan
apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak mau mentaati dan

memenuhi putusan pengadilan secara sukarela.



Pelaksgnaau eksekusi .terhadap gfésse akta
pengakuan hutaﬁg pada dasarnya merupakan pengecualién
dari keten'tuan.asas-as'as eksekusi yang di_étur dalamn ﬁndaﬁg—
undang. Sesuai dengan keten‘tuan. Pasal 224 HIR,
.pelak'sanaan eksekusi'_yang diperintahkan dan dipimpin oleh

'Ketua Pengadilan Negeri bukan merupakan putusan hakim

‘yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah
untuk memenuhi isi perjanjiaﬁ yang telah disepakati bersama
antara para pihak. Pasal 224 HIR mengijinkan eksekusi
terhadap isi perjanjian seperti tersebut diatas dengan syarat
perjanjian yang bersangkutan berbentuk grosse akta. Dengan
adanya grosse akta inilah- maka apabila . pihak debitur
wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi
perjanjian tersg_but.

Agar suatu permohonan eksekusi berdasarkan

pasal 224 HIR berhasil, permohonan tersebut harus‘

memenuhi syarat formal maupun syarat materiil.
Adapun syarat formal yang harus dipenuhi adalah

permohonan  yang disertai dengan dokumen-dokumen
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teneu.t,u.l, Jenis dokﬁmen yang hal:us;disertakan dalam suatu
permohonan eksekusi bérdasar pasal 224 HIR .adalah'
tergantung kebijaksanaan dari Ketua Pengadilﬁﬁ Negeri
dimana permohonan yang bersangkutan diajnkan, Sédangkz_m
‘syarat meteriil yang h.aru_s dipenuhi adalah menyangkut isi
dari dokumen yang akan diajukan dalam peﬁnohoﬁan.

Menurut Ketua Pengadilan Negen Semarang
sgbelum bérlakimya UUHT, eksekust berdasarkaﬁ pasal 224
HIR dilaksanakan hanya terhadap benda jaminan hipotek.
rDalam hal ini yang terjadi adalah apabila suatu hutang yang
dijamin dengan hipotek, maka apabila debitur wanprestasi,
p'eljanjian yang bersangkutan berbentuk grosse akta. Dengan
adanya grosse akta inilah apabila pihak debitur wanprestasi,
maka pihak kreditur dapat mohon kepada Ketua Pengadilan
negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap 1si perj'anjian
tersebut.

Agar suatu permohonan eksekusi berdasérkan psal
224 HIR berhasil, permohonan tersebut harus memenuhi
syarat fonﬁal maupun syélrat materiil.

Adapun syﬁrai formal yang harus dipenuhi adalah

permohonan vang diertai  dengan  dokumen-dokumen
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tertentu. Jenis Dokumen yang harus disertakaﬁ dalamrsuz.ztu
permohonan eksekusi Berdasar pasal 2.24 HIR adalah |
térgantung kebijaksan;_lan dari ketna Pengadilan Negeni
dimana permohonan yang bersangkutan diajukén. Sedangkan
syarat materiil yang harus diﬁenuhi adalah 'rrienyangkut 181
dari dokumen yang akan diajukan dalam permohonan.

Berdasarkan studi lapangan di Pengadilan Neger
Semarang sebelum berlaku UUHT, eksekusi Serdasarka_n
pasal 224 HIR dilaksﬁnakan hanya terhadap benda jMan
hipotek, maka apabila  debitur dapat mengajukan
permohonan eksekusi benda jaminan yang ditkat dengan
ﬁipotek dengan tidak mempermasalahkan dokumen yang
disertakan dalam permohonan eksekusi tersebut disertai atau
tidak disertai dengan grosse akta pengakuan hutang asalkan
dalam péiméhonan tersebut disertai dengan sertipikat
hipotik.
| Agar dapat dieksekusi, suatu grosse akta
pengakuan hutang harus bersifat murnt, dipergunakan untuk
hutang piutang tanpa jaminan yang jumlahnya kecil, serta
pésfi (fixed). Tctapi dalam praktek di Pengadilan Neéeri‘

Semarang, grosse akta Pengakuan Hutang yang dimintakan
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=ek'sekixsi. éelalu merupakan suatu pérjanjian kredit yang
- _diberikan dengan suétu jaminan, suatu grose ékta pengakuan.
hutang fanpa jaminan dianggap tidak mempunyai kekuatan
L eLsekutotlal karena eksekusi grose akta hanya dapat
dllaksanakan terhadap benda j ]amman vaitu benda jaminan
yang dibebani hlpotek, ‘atau hak tanggungan atau yang lain.
Nainuﬁ demikian grose akta dapat diteﬁma, sepanjang grose
akta pengakuan hutang itu memenuh_j persyé;atan yang
disebutkan dalam fatwa Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 16 April 1985, nomor 213/229/85//Um
Tu/Pdt, karena tidak semua jaminan hutang itu berupa benda
- tetap, tetapt dapat pula benda tidak tetap yang sudah diikﬁt
dengan fiducia atau gagal.>®
. Sampai dengan penelitian ini diiqlfukan, di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Semarang eksekusi grosse akta
pengakuan hutang saja tanpa eksekusi jarang dilakukan, yang -
sering dilakukan adalah eksekusi grosse akta pengaduan
hutang sekaligus dukuti eksekusi benda jaminan.
Dalam hal kreditur minta eksekusi benda jaminan

hipotek, dokumen yang harus diserahkan adalah:

™) Hasil Survai di Pung,ldll n f\(,;,u: Semarang. Nopember 19496
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a. Grosse Akta Pengakuém li;:taﬁg; o -

b. Sertifikat hipotek. |

| Dengaﬁ berlakunya UUHT maka dokumen yang harus
: dilengkai)i .adlalah |

a. Grose Akta Penga}\ﬁan Hutang;

b. Sertifikat Hak Tanggungan.

Untuk  mengetahui jumlah hutang debitur
sesungguhnya, pihak debitur dipanggil untuk menghadap di
Péngadilan Negeri dan atas panggilan im terjadi beberapa
kemungkinan sikap debitur.

a. Debitur tidak datang menghadap. Dalam hal ini Ketua
| 'Pengadilan Negeri memberi teguran ( aanmaning ).
b. Debitur datang menghadap dan mengakui jumlah hutang
yang dimohonkan eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri
- memberi kesempatan kepadanya untuk dalam waktu
yang ditentukan memenuhi kewajibannya secara
sukarela. Tindakan Ketua Pengadilan Negeri dalam hal
ini disebut memberi teguran ( aanmaning ).
C. Debituf datang menghadap namun membantah jumlah

hutang yang dimohonkan cksekusi .
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Pada prinsipnya, grosse akta ‘perigakuan' hutang

baru akan dijalankan apabila dcbitur tidak mau secara

sukarela memenuhi kewajibannya, - sehingga kreditur

- menggunakan cara dan prosedur eksekusi.

Berikut ini akan diuraikan tahap-tahap pelaksanaan

eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang diuraikan dari

awal. Adapun urutan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

Pembuatan Perjanjiaxi Kredit sebagai tahap awal yang
mefupakan’ perjanjian pokok. |

Pembuatan grosse lakta pengakuan hutang dan atau
pembuatan sertifikat Hak Tanggungan.

Ada wanprestasi dari debitur yang menyebébkan kreditur
melalui kuasanya mengajukan permohonan eksekusi
grosse akta kepada- Ketua Pengadilan. Negeri. (tahap -
permohonan eksékusi).

Ketua Pengadilan Negeri memberikan peringatan kepada
debitur termohon eksekusi (tahap peringatan).

Apabila debitor sudah dipanggil secafa patut tetap tidak
mau memenuhi isi peringétan, maka Ketua Pengﬁdilan
Negeri me_merintahkén kepada Panitera atau }.!an'g

 ditunjuk untuk melakukan penyitaan (tahap penyitaan).
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f) Tahap penjualan lelang.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu- dibawaﬁ

- ini,

1)

2)

Taha_p Pembuatan Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit bank sebagai perjanjian pokok hafus '
dibuat terlebih daﬁulu. Bentuk perjanjian biasanya
tertulis, walaupun tidak seialu berbentuk akta otentik.
Sebe;narnya, perjanjian kredit yang b.erbent-ﬁk akta
otentik, lebih menjamin kepastian hukum apabila di ~
kemudian hani debitur wanprestaéi.

Dari perjanjian tersebut, maka pihak bank juga
menghendaki agar debitur membuat Pengakuan Hutané,
yang kemudian oleh kreditur dimintakan grossenya
kepada notaris yang bersangkutan.

Tahap Pembuatan Grosse Akta
Untuk melindungi kepentingannya, kreditur

melakukan beberapa antisipasi apabila debitur

* wanprestasi, antara lain dengan meminta kepada notaris

yang bersangkutan agar dibuatkan grosse akta terhadap
pengakuan hutang yang sud.ah dibuat oléh debitur

dengan harapan agar apabila scwaktu-waktu debitur
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wanprestasi, maka kreditur dapat mohon kepada Ketua )

Pengadilan Negeri untuk melaksanakan isi perjanjian

tersebut tanpa xherlalui‘ suatu gugatan.
Tahap Permohonan Eksei{usi

Peﬁnohonan ekééku‘si .grosse  akta pengﬁkuan
hutang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
setempat apabila debitur Wanprestasi dan tidak bersedia
melaksanakan isi perjanjian secara suka rela.

Surat permohonan ekseku.si ini berisi permohonan agar

Ketua Pengadilan Negeri melakukan sitﬁ eksekutorial

dan memberikan peringatan kepada  debitur

(aanmaning). Untuk memperkuat permohonan, kreditur

menguraikan  pertimbangan  pokok  diajukannya

permohonan eksekusi. Beberapa hal yang dapat

diuraikan sebagai dasar pengajuan permohonan adalah:

1) Telah terjadi perjanjian kredit yang dikuatkan
dengan grosse pengakuan hutang.

2) Adanya barang jaminan yéng .nyata-nyata dapat
diéksekusi.

3) Debitur wanprestasi.

4) Penyebutan sisa hutang yang harus dibayar oleh

debitur,
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Tahap Peringatan (Aanm;lning)

Peri ingatan merupakan salah  satu’ persyaratan
pokok dari suatu eksekum Karena merupakan syarat
pokok, maka bila tidak ada peringatan terlebih dahulu,
maka eksekusi ﬁdz}k boleh dijalankan. Pada pokoknya
yang. disgbut dengan peringatan adalah teguran
kepada para debitur agar menjaléi]kan isi perjanjian
yang telah diSepakati bersama.

Peringatan (aanmanihg) biasanya dibuat dalam
Bentuk penetapan, Tenggang waktu peringatan adalah
8 han. Hal ini befarti bahwa setelah tenggang waktu 8
hari tersebut debitur sudah harus melaksanakan

kewajibannya secara suka rela dan apabila tenggang

. waktu peringatan telah dilampani tétapi debitur belum

menjalankan isi perjanjian, maka sejak itu sudah dapat
dieksekusi secara paksa.
Dari 415 permohonan eksekusi grosse akta

dengan jaminan, terdapat 78 ‘permohonan  yang

~ terhenti sampai pada tahap peringatan ini. Adapun

alasan-alasannya adalah karena perdamaian sebanyak
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28 kasus, Verzet 6 kasus, ditolak 30 kasus dan ditunda
s'eban_yak 14 kasus.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari 78

- permohonan yang terhenti pada tahap peringatan, 28

kasus adalah karena terjadinya perdamaian diantara

para pihak, artinya pihak debitur mau melaksanakan

isi petjanjian secara sukarela.

Dalam HIR ditentukan bahwé apabila ada verzet
rﬁelav}én eksekusi maka  diserahkan pada
kebijaksanaan hakim apakah eksekusi akan ditunda
atau diteruskan.
Alasan yang paling banyak menghentikan pelaksanaan
eksekusi pada tahap peringatan ini adalah ditolaknya
permohonan karena bentuk grosse yang tidak pasti.
Tahap Penyitaan (Sita Eksekutorial)

| Sebagai kelanjutan dari peringatan adalah
pengeluaran surat penctapan untuk melaksanakan sita
cksekutorial. Surat ini dikeluarkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri yang berisi perintah untuk

menjalankan eksekusi. Perintah ini ditujukzin kepada

‘panitéra atau juru sita.
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Menurut Pasal 193 RO S 1848 nomor 57

ada dua macam juru sita, yaitu juru sita biasa (gewone

deurwaarders) dan juru sita Juar biasa (buitengewone

deu:waarders) dan menurut pasal tersebut juru sita
.tersebut ad.a_lah pe_jabét umum, sepertt hﬁlnya notaris.

Juru sita biasa diangkat dan diberhentikan
oleh, dahulu, residen dan sekafang oleh gubernur
sedangkan juru sita luar biasa diangkat dan
~ diberhentikan oleh, ‘dahulu, Asisten Residen, sekarang
Bupati. Jurn sita biasa diperbanuxkan pada
pengadilan-pengadilan yang ada, sedangkan jﬁru sita
luar biasa tidak dan dapat melakukan pekerjaarmye;
- seperti notaris. Juru sita luar biasa inilah yang dahulu
 banyak digunakan masyarakat untuk menjalankan
eksekusi grosse akta notaris

Penyitaan dilakukan setelah tenggang waktu
8 hari - terlewati dan termohon eksekusi tidak
memenuhi isi grosse. Setelah sita eksekutonal
dilakukan, maka juru sita wajib membuat berita sita
eksekutorial. Dalam berita acara ftersebut dirinci

barang-barang yang disita. Penycbutan dan perincian
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barang yang disita adalah penting karena banyak

terjadi  ketidakpastian yang  discbabkan oleh
pembuatan  berita acara  yang tidak teliti  dan
terperinci. Setelah dilgkukan ﬁenyﬁaam, fnaka akan
dibuat lBerita Acara (Pasél 197 ayat (5) HIR), tanpa
berita acara, penyitaan dianggaﬁ tidak sah.

',Dalam berita acara disei)utkan pula
kewajiban juru sita ,unfuk iﬁemben'tahukan kepada
lurah dan camat setempat agar penyitaan tersebut
dicatat dalam buku tanah dan' diumumkan kepada
masyarakat. Képada Kepala Kantor Pertanahan
diminta agar penyitaan tersebut dicatat dalam Bulky
Tanah di Kantor Pertanahén.

Permohonan pelaksanaan executie Grosse Aktﬁ
Pengakuan Hutang yang tidak dapat dilaksanakan di
| Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang,
berdasarkan survey dilapangan dari 3 (ﬁga) orang
advocaat dan perbankan yang dijadikan  responden,
maka ternyata untuk executie yang mengalami
hambatan, maka pihak kredi-tur akan mélakukan

penagihan kepada debitur melalui debt collector,




144

karena debt collector ini diﬁnggap s_/ang dapat déﬁgan
cepat (berhési! atau tidak) untuk memenuhi kéfnginaﬁ
kreditur, agar debitur memenuhi kewajibannya.
Penagihan lewat debt collector meskipun tidak legal
- ménurut peraturan/pemndmg—undangm, tetapi sering
dilakukan karena diariggap merupakan tindakan yang
cepat dan tepat agar kreditur dapat menarik kembali

piutangnya.
E. Alternative Disputes Resolution

Penyelesaian -kredit macet melalui cara gugatan perdata bia-sa~ .
-+ - maupun: melatui grosse akta pcngakuan‘hutang memakan waktu yang . -
- -vilama dan prosedui yang sulit yang otomatis akan menyebabkan
- to.penggunaan dana dan sumber daya manusia yang lebih banyak. Tentu
- *saja hal tersebut sangatlah ndak efektif dan‘ efisien karena akan
menimbulkan banyak kerugian pada pihak bank. Apalagi penggunaan -
jasa debt collector yang mempergunakan cara-cara penagihan yang
nieresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, para responden dalam

- . penelitian ini merasa perlu untuk segera dipikirkan penyelesaian kredit
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macet/hutang - piutang  melalui mekanisme diluar pengadilan  dan

penggunaan jasa debt collector.

Dari 28 1'esponden‘ (9 dari pihak llJ.ank, 12 notaris dan 4 orang
hakim) danr 3 orang advokat menyatakan -bahwa'kf_:tcntuan VP.asaI 224
- HIR bc]um c.:ulkup.t‘unmk. menyelesaikan pérsoé]ah. kredit macet secara
efei{tif dan efisien yang sekaligus dapat melindungi kepentingan debitur

" dan kreditur. Mereka berpendapat perlu diadakan suatu terobosan baru

_ untuk penyéiesaian keedit macet tersebut yaitu dengan dibentuknya -

lembaga a/zernaiive df'spms féﬁ'&/bﬁbﬂ. Lembaga ini akan dapat
memberikan perlindungan Yang seimbang kepada kepentingan kreditur
dan debitur karena- lembaga tersebut mengutamakan musyawarah dalam
rangka penyelesaian kredit macet.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kiranya 'pihak bank atau
pemerintah dapat mempelopori dibentuknya suatu Badan Mediasi yang
dpaat diminta oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah kredit
macet secara cepat, tuntas dan memenuhi rasa keadilaﬁ kedua belah
piﬁak. Badan Mediasi ini dapat beranggotakan para ahli di bidang
perbankan, hukum, akuntansi, ekonomi atan siapapun yang dianggap
dapat menyelesaikan masalah kredit macet. Sedapat mungkin putusan

Badan Mediasi ini bersifat mengikat dan final.




BAB V
PENUTUP

'KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan-

1.

Setiap pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga pember
krcditidituangke.m dalam suatu perjanjian yang biasa disebut dengan
“perjanjian kredit”. Pemberian tersebut dibuat dalam bentuk yang
tertulis . baik dibawah- tangan maupun secara otentik. - Dalam
pf:rjanjian kredit ini, debitur tidak mempunyai kesempatan untuk
merﬁberikan -pen-dapamya selain menandatangani atau tidak

menanda tangam perjanjian kredit tersebut.

'Seb_agai kelanjutan dari pembuatan perjanjian kredit tersebut, maka

akan dibuat suatu surat Pengakuan Hutang yvang berisi pengakuan
dari Pihak Debitur tentang Jumlah hutang yang akan diperolehnya.

Surat Pengakuan Hutang ini dibuat secara notariil karena oleh Bank

-akan dimintakan grosse aktanya kepada notaris yang lazim disebut

dengan grosse akta Pengakuan Hutang.
Dalam suatu perjanjian kredit, pihak kreditur mensyaratkan adanya
suatu jaminan tertentu. Jaminan ini dapat berupa benda bergerak

maupun benda tidak bergerak ataupun juga jaminan pribadi.
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Pemberian jaminan tersebut  dituangkan dalam akta tersendiri.

‘Untuk jaminan yang berupa benda- tidak bergeraic, dalam hal i

tanah, maka disyaratkan untuk membuat suatu Akta Pemberian Hak

Tanggungan ‘,yang didahului dengan janji untuk memberikan hak

- tanggungan sebagal jaminan pelunasan hutanz, tertentu, yang

4.

| dltuangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terplsahkan

dari peljaxglan hutang pmtang yang bersangkutan atau perjanjian

lain yang menimbulkan hutang tersebut

Apablla debltur wanprestasi, maka hal pertama yang akan dilakukan

oleh pihak bank adalah melakukan

1.

jangka waktu kredit.

Peuja.dwalan Kembali (Reschedulling) yaitu dengan

melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang

- berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau

Persyaratan Kembali (Reconditioning), yaitu dengan

melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat

| perjanjian kredit, yang TIDAK HANYA  terbatas pada

perubéhan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja,

namun perubahah tersebut tanpa membertkan tambahan kredit

“atau tanpa melakukan konversi atau seluruh atau sebagian

kredit,
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Penataan Kembali (Restrukturing), yaitu suatu __';u.paya dari
bank yang melakukan perubahan syarat-syarat peljanjian
kredit yang berupa pemberian tambzhan kredit atau

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi

- equality pérusahaan.

Namun apabila menurut pertimbangan bank kredit yang

bermasalah tidak mungkiil dapat diselamatkan untuk menjadi lancar

kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah

diuratkan di atas dan akhimnya kredit yang bersangkutan menjadi

kredit macet, maka bank akan melalukan tindakan penyelesaian atau -

penagihan atas kredit macet tersebut dengan cara-cara seperti -

tersebut di bawah ini :

L.

2.

Perjanjian Perdamaian.

Eksekusi grosse akta Pengakoan Hutang. - - . o

. Eksekusi barang jaminan.

Penagihan piutang melalui BUPLN . (untuk - bank-bank
pemerintah).
Penagihan melalui jasa debt collector.

Gugatan perdéta.
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‘5. Dibanding dengan penagihan piutang'mélalui permohonan eksekusi
benda jél;ninan (untuk benda ﬁdﬁk bergerak deﬁgan sertifikat hipotik )
atau sertifikat Hgk Tanggungan) penagihan piutang. melalui 11-_1,1'c'>sse
surat huténg notariil adalah langka (jafang). -

Faktor penghambat ekéekusi berdasar_ pasal 224 HIR yang
utama adalah tidak adanya kesatuan pendapﬁt diantara para Ketua
Pengadilan Ncge;i tentang materi dan syarat permohonan eksekﬁsi.

Faktor penghambat éksekusi lainnya adalah pemohon eksekusi
tidak mampu membukﬁkan jumlah hutang teﬁnohon eksekusi,

6. Walaupun ada beberapa faktor penghambat yang telah disebutkan
diatas dan undang-undang Hak Tanggungan sudah mulai berlaku,
namun terlthat bahwa éksistensi dart Grosse Akta Pengakuan
Hutang masih tetap diakui karena jaminan kredit tidak hanya berupa
tanah saja tetapi juga dapat berupa benda—bend'a\ Iaiﬁ yang berupa
benda bergerak, jaminan pribadi maupun jaminan perusahaan. Oleh
karena itu, meskipun grosse akta Péngakuan Hutang dibuat sesuai
dengan  syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah
Agung;namun apabila tidak ada jaminan,l maka pelaksanaan
eksekusi dianggap tidak ada gunanya karena sebelum sita jaminan
dilaksanakan, jaminan telah lebih dahulu dipindahtangankan oleh

debitur (pemilik jaminan) kepada orang lain sehingga pada saat
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kredrtur minta parate eksekusi, harta benda debitur sudah tidak ada

' sama sekali,
B. SARAN

Untuk meng_at’asi' kesulitan ‘tentang péncatuman Jumlah hutang
yang pasti sehingga kreditﬁr (khususnya bank) dapat mengajukan
permohonan eksgkusi grosse ‘akta Pengakuan Hutang, mﬁka pada saat
membuat perjnajian hutang pihﬁtang, seyogyanya kreditur minta kepadz;

debitur supaya debitur memberi kuasa kepada kreditur yang isinya jika

| debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur diberi kuasa

untuk dan atas nama debitur membuat pengakuan hutang dalam bentuk
akta motaris untuk hutang sejumlah kewajiban debitur yang belum

dibayar menurut perhitungan yang dilakukan oleh kreditur. Perhitungan

tersebut dapat berbentuk rekening koran atau bentuk yang lain, yang

:bjasanya dapat diadakan negosiasi antara kreditur dan debitur bila )

debitur keberatan.

Untuk mengatasi terhambatnya pelaksanaan eksekusi karena
adanya campur tangan Mahkamah Agung agar segera direalisasi
undaﬁg—undang tentang sejauh mana pengawasan Mahkamah Agung

terhadap perbuatan pen'gddilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
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10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1-4: tahun tahun 1970 tentang
Ketentuan—Ketentuan Pokék Kekuasaan Kehakiman.

Untuk mengatasi timbulnya masaiah dalam praktek - eksekusi
berdasarkan pasal 224 HIR/258 RBg) karena adanYa perbedaan.
penafsiran terhadap ketentuan dalam pasal teréebut, maka Mahkamah
Agung diharapkan segera mengeluarkan fatwa mengenai materi yang
| dapat dicksekusi berdasarkan pasal 224 HIR (258 Rbg) beserta syarat-

- syaratnya.
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Tabe! 1. Apakah Cksistensi Grosse Akta Pengakuan 'Hum_n g Masih Diakui

Tidak

No. Pclaku - Ya
1 Notaris/PPAT 95 % 5%
2 | Hakim Pengadilan Negeri 72,8% 27,2%
3. | Advokat 65 % 35%
4. | Bank 95% 5%
5. | Debitur 57% 43%
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